3.1

BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research) yang berfokus pada gejala-gejala atau peristiwa-
peristiwa yang terjadi dalamkelompok masyarakat serta berkaitan
dengan lembaga-lembaga terkait. Jenis penelitian dalam disertasi
ini adalah penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis
empiris, menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif.
Data yang digunakan disajikan dalam bentuk kata-kata verbal

atau teks, bukan angka (Muhajdir, 1962:2). Metode kualitatif ini

melibatkan studi lapangan
di mana observasi

secara langsung di lap

Pendekatan ini ncang secara ilmiah dengan

rancangan opetja‘.lil)h'lill l;'l'gﬂ% rﬂm@ﬂlﬂl«éﬁ&ma lebih akurat,
memungkinkan munaﬁﬁ%/\aDﬁbt{;%gma baru  mengenai

masalah,penyebab, serta akibat terjadinya sengketa dalam
masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta
pusaka tinggi di Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk
membentuk kekuatan hukum yang mengakui keberadaan hukum
adat dalam peradilan adat di Minangkabau, serta relevansinya
dengan hukum positif dan hukum Islam.Penelitian ini
menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya
yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta pusaka tinggi.
Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui observasi
partisipatif dan wawancara mendalam dengan para pemangku

adat, ahli hukum adat, dan masyarakat yang terlibat langsung
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3.2

dalam penyelesaian sengketa. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa
yang ada serta kekosongan hukum yang terjadi. Hukum adat juga
mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik adat fiterapakn dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat adat minangkabau.

Hal penting untuk memahami sejauh mana hukum adat diakui dan
dihormati dalam konteks peradilan adat, serta bagaimana hukum

ini dapat diselaraskan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan
dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi penyelesaian
sengketa harta pusaka tinggi. Misalnya, perubahan struktur
keluarga, migrasi, dan modernisasi yang dapat mempengaruhi

cara pandang dan praktik ﬁakat terhadap harta pusaka.
lifl@n i ]

Dengan demikian, hanya memberikan

gambaran tentang k saat ini, tetapi juga

menawarkan solusi u tangan vyang dihadapi

dalam penerapa 1 cndatang. Hasil penelitian
diharapkan dagrﬁig%%jﬁ%m‘gu@i signifikan  bagi
pengembangan kebijakan hukum vyang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Selain itu, temuan
ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik
mengenai hukum adat dan memberikan dasar bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang

penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini mengacu pada subjek dari
mana data dapat diperoleh, termasuk informasi yang jelas tentang
metode pengambilan dan pengolahan data. Data Penelitian ini

menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data,
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sehingga sumber data berasal dari responden dan informan, yaitu
individu-individuyang memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti. Sumber data terbagi menjadi dua kategori
utama: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama,
Data diambil dari wawancara dengan Responden beberapa orang
Kepala kerapatan adat nagari yang memberikan inspirasi pada
penulis dalam penelitian ini. sedangkan data sekunder adalah data

yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, data primer berasal
langsung dari lembaga- lembaga adat, terutama Kerapatan Adat
Nagari (KAN) yang berada di beberapa nagari dalam masyarakat
adat Minangkabau di Su%era Barat. Data primer ini

i
. o o -\._\.. .\"H.' )
memberikan wawasan ijfdala'n] tentang bagaimana cara
1 "'-\.___ [ ___.:-' 1

— —
-\-\—\— e

penyelesaian sengke’ta".. _F-l;i)}'lleusnya tanah ulayat,
1 | I|

_ illldi sistem  penyelesaian

beragam berdasarkan adat salif€ka nagari atau kelarasan (lareh).

Informasi ini tbAdththd r@ig&r&iel&g &-’M"J A Kerapatan Adat
Nagari (KAN), yang beEpg’Q ‘E'bg'ég}l lembaga rujukan utama

bagi masyarakat adat ketika timbul sengketa terkait pusako tinggi.

dalam masyarakat ada

Sumber data sekunder,disisilain,digunakan sebagai
acuan,pertimbangan, dan perbandingan dalam penulisan disertasi.
Data sekunder ini mencakup literatur dan dokumen yang relevan
yang memberikan konteks lebih luas dan mendalam tentang
penerapan hukum positif dalam menyikapi persoalan adat. Data
sekunder ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam upaya
mengintegrasikan pengakuanformal terhadap peradilan adat
sebagai solusi penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam

masyarakat adat Minangkabau.

Dengan menggabungkan data primer dari lembaga adat seperti
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KAN (kerapatan adat nagari) dan data sekunder dari berbagai
literatur ,penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa
dalam adat Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengusulkan kerangka hukum yang dapat mengakui dan
mendukung peran peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa
pusako tinggi, sehingga memperkuat kedudukan hukum adat

dalam konteks hukum nasional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai teknik
pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi,

dan diskusi terfokus (Focu oup Discussion). Wawancara

dilakukan terhadap s adap bagaimana cara

penyelesaian sengket an para niniak mamak

sebagai pangulu adat d in adalah :

Hendrius Dt. Mdje) Ifidofy [etma KAN(Wnjung  sungayang
batusangkar PADANG

Zulfitra Dt Majo Nan Putiah, Sekretaris KAN piladang kabupaten
limapuluh Kota, Yozerizal Dt.Sati Nan Bakarih Ameh ,ketua
KAN Tarok kabupaten Agam

Ustad Alhadi Hamid, Hakim Perdamaian KAN Koto nan gadang
Kota payakumbuh, Syahrul Ramadhan Tanjung.Dt. Sinaro
Pangulu Basa. Ketua KAN Simpang Tigo Pasaman,R. Zulhikmi
Dt. Rajo Suaro Ketua KAN akabiluru batu ampa kabupaten
limapuluh Kota, SyaifulDt Bosa Nan Kuniang

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif
sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya

dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting). Dalam
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penelitian disertasi ini, teknik yang digunakan adalah wawancara
langsung dengan responden dan informan untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam tentang sistem penyelesaian
sengketa pusako tinggi di berbagai daerah atau nagari yang

memiliki limbago adat sebagai wadah penyelesaian sengketa adat.

Teknik wawancara ini penting untuk mengungkap
sistem-sistem kelarasan yang berbeda sesuai dengan kearifan
lokal dalam adat masyarakat Minangkabau, yang dikenal sebagai
adat salingka nagari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta disimpulkan
untuk menghasilkan substansihukum baru bagi masyarakat adat
Minangkabau dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi,
terutama masalah tanah ulayat Pengumpuldn data yang akurat
dan tepat adalah langkah pa![mg pentmg daiam penelitian, karena

tanpa teknik pengumpl,ll ?’ata—yaﬂg [ ph‘p penelitian tidak akan

mendapatkan data yang 1_

1
-

,  UIN IMAM BONJOL
3.4 Teknik Analisis Data PADAN G

Analisis data adalah proses pengolahan data yang
bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan relevan
dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup

beberapa langkah penting seperti pengelompokkan data
berdasarkan  karakteristiknya, = pembersihan  data  untuk
menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak wvalid,
transformasi data agar dapat dianalisis dengan lebih efektif, dan
pembuatan model data untuk mengidentifikasi informasi penting.
Tahap analisis data sangat esensial dalam penelitian karena
memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui berbagai
teknik pengumpulan data diolah secara sistematis dan disajikan

dengan cara yang membantu menjawab permasalahan penelitian.



Menurut Miles & Huberman (1992: 16), analisis data terdiri dari
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data
adalah proses menyortir dan menyederhanakan data yang
diperoleh, sehingga hanya data yang relevan dan signifikan yang
dipertahankan. Penyajian data melibatkan pengorganisasian data
ke dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau
narasi, untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan
dan verifikasi adalah langkah akhir di mana peneliti membuat
interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis

dan memastikan validitasnya.

Dalam penelitian disertasi ini, langkah-langkah analisis

data meliputi pengumpulan data dari responden dan informan
A

melalui berbagai mgtode gcara, observasi, dan

dokumentasi. Setelak an, langkah Dberikutnya
dak relevan atau tidak

valid dibuang. Pengkodean data (coding) dilakukan untuk
mengkategorikai\-lc{;t'!l IMAMN B M gia tertentu. Setelah

itu, data diklasifikasikan Eé%ﬁpl%HGntuk menemukan temuan-

temuan penting.

Analisis data dalam penelitian ini, yang bersifat
kualitatif ~deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan
meringkas poin-poin data sehingga pola-pola dapat muncul yang
memenuhi semua kondisi data. Data yang diperoleh kemudian
dikemas dalam teks dan disajikan dalam bentuk narasi yang
komprehensif, memberikan gambaran menyeluruh tentang
temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, analisis data tidak
hanya membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian tetapi
juga memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena

yang diteliti,  serta memungkinkan peneliti untuk
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mengembangkan teori atau model baru yang relevan dengan
kontek Penelitian dan apa yang ditemukan di lapangan sesuai
dengan data yang diberikan Responden saat wawancara sesuai

dengan adat salingka nagari.

‘&

UIN IMAM BONJOL
PADANG
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini membahas temuan penelitian yang diperoleh dari
berbagai wawancara dengan informan di beberapa daerah rantau
dan darat dalam masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini
berfokus pada cara menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi,
di mana setiap nagari memiliki cara penyelesaian yang berbeda-
beda sesuai dengan adat salingka nagari. Dalam penyelesaian
sengketa pusako tinggi, dikenal adanya sistem kelarasan yang
mencakup laras (lareh) Bodi Caniago dan laras (lareh) Koto
Piliang, atau kombinasi keduagya yang dikenal dengan istilah
pisang sikalek-kalelgutan. &@t adat Minangkabau terdiri

dari beberapa luak

cjak zaman Kerajaan
Pagaruyuang,yaitu L Agam,dan Luak Nan
Bungsu. Ketiga luak ini diseb™ daerah darek,sedangkan daerah
diluar darek disfelb{lNdzuﬂﬁrréﬂtﬁ,%ng{}isaman, Pariaman,
Padang, dan lainnya.Pcnaf‘[%D%\tl\g (c-étcliti karena penyelesaian
tentang sengketa dalam masyarakat adat Minangkabau maka

ruang lingkupnya hanya di daerah provinsi sumtaera barat yang

dikenal dengan Suku Minangkabau secara menyeluruh,

Kelarasan Bodi Chaniago dicetuskan pertama kali oleh
Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir di awal berdirinya
Minangkabau. Dia melihat bahwa pemimpin hanya seranting
didahulukan dibandingkan orangyang dipimpin, dan dia
mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi
dalam kerangka musyawarah mufakat. Sedangkan kelarasan Koto
Piliang adalah salah satu sistem adat Minangkabau yang

bertumpu pada sistem aristokratis. Sistem adat ini dikembangkan
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oleh Datuk Ketumanggungan dan berlaku di hamper seluruh
wilayah budaya Minangkabau,terutama Luhak Tanah Datar,
Luhak Agam, dan Luhak Nan Bungsu.

Sistem pemerintahan tiap nagari dalam masyarakat adat
Minangkabau memang sering menghadapi perselisihan, terutama
sengketa pusako tinggi yang tidak pernah berkesudahan. Sengketa
ini sering terjadi antar suku, antar kaum, bahkan antar nagari.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada cara dan pola
penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat adat
Minangkabau sebagai adat salingka nagari, dengan berbagai cara
penyelesaian sesuai dengan sistem pemerintahan adat di nagari
Dalam penelitian ini,ada beberapa responden dani nforman yang
menjadi pelaku penyelesaian seﬂgketa pusako tinggi secara adat,

tidak lain oleh limba ang ada seperti pada

Kerapatan Adat Nag
rendah sampai pada tingk

Pengadilan Negeri. Dalam pent€litian ini, nampak sekali bahwa

ada kekosongan kol A | DO N A B A Qi gkabau.
PADANG

Para responden dalam penelitian ini adalah Pangulu Adat
di Kerapatan Adat Nagari yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa pusako tinggi. Salah satu di antaranya adalah dari
Kerapatan Adat Nagari Sungayang di Kabupaten Tanah Datar
dengan Ketua KAN Hendrius Dt.Majo Indo.Kemudian ada Ketua
Kerapatan =~ Adat Nagari Koto Tangah  diKecamatan
Akabiluru,Kabupaten Lima Puluh Kota,yaitu Zulfitra Dt.Majo
Nan Putiah.Selain itu, Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang
Tarokdi Kabupaten Agam adalah Yoserizal Dt. Sati Nan Bakarih
Ameh. Di Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, anggota hakim adatnya
adalah Ustad Alhadi Hamid.
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Selanjutnya, ada LKAAM Kota Bukittinggi dengan
anggotanya Irfan Eri, S.Ag Dt. Kuniang, serta Dewan
Pertimbangan LKAAM Kota Bukittinggi yang diwakili oleh
Syahrizal Dt. Palang Gagah. Dari Kerapatan Adat Nagari
Simpang TigoPasaman Barat, Ketua KAN-nya adalah Syahrul
Ramadhan Tanjung Dt. Sinaro Pangulu Basa. Di Kerapatan Adat
Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiliru, Kabupaten Lima
Puluh Kota, Ketua KAN-nya adalah Zulhikmi Dt. Rajo Suaro.
Terakhir, Kerapatan Adat Nagari Sarilama kKecamatan Harau
diwakili oleh Ketua KAN Syaiful Dt. Bosa Nan Kuniang.
Penyelesaian sengketa Pusako Tinggi secara adat di Minangkabau
dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, dimulai dari
tingkat paling bawah hingga ke tingkat atas. Dalam proses
ini,niniak mamak memlhkT pera}lan yané sangat penting.Adat

Salingka nagari maka. eaea—ea{-a—_p_cn.' ellscuan sengketa pusako

tinggi tiap daerah .e}ﬂat Minangkabau pun

aé‘a#%ana para pihak yang
bersengketa biga) | aerifuks, paids puthsan( hukum, sayangnya
peradilan adat tidak diakis 4l f\-ulﬂjm positif. Peranan Niniak

mamak disini atau yang lebihdengan nama penghulu adat,adalah

beebeda namun tujua ya

pemimpin adat yang memainkan peran fungsional dalam
penyelesaian sengketa. Kepemimpinan niniak mamak merupakan
suatu kepemimpinan tradisional yang berkesinambungan dan
diakui ,mengikuti pola yang telah digariskan oleh adat dengan
prinsip "patah tumbuah hilang baganti," yang berarti setiap
pemimpin yang hilang akan digantikan oleh yang baru, menjaga

kesinambungan kepemimpinan dalam setiap kaum dan suku.

Proses penyelesaian sengketa dimulai dari tingkat paling
bawah dengan melibatkan Rang Ampek Jinih, yang merupakan
fungsional adat turun-temurun sebagai kelengkapan dari

prinsipadat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Rang
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4.1

Ampek Jinih terdiri dari penghulu, monti, dubalang, dan malin
dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang.
Penghulu sebagai pemimpin adat, manti sebagai penasihat,
dubalang sebagai penjaga keamanan, dan malin sebagai
pemimpin spiritual, semuanya bekerja sama dalam menyelesaikan
sengketa Pusako Tinggi untuk mencapai kesepakatan yang adil
dan damai sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama yang dianut

oleh masyarakat Minangkabau.

Hasil penelitian ini dijelaskan melalui beberapa tahapan
yang dimulaidari uraian data responden, temuan informan, koding
temuan, klasifikasi, hingga temuan dan data pendukung lainnya.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan
penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini mengkaji
bagaimana cara peq eles;hvgket pusako tinggiberbasis

kearifan lokal, mengg

|72]

adat, hukum negara, dan
hukum Islam. Analisi memahami pola yang
digunakan dalam penyelesaiai® sengketa pusako tinggi secara
efektif dan cfisibAl Hat]ar'g&;ﬂraﬁlgﬂ yiale penelitian yang

e
diuraikan di bawah inipﬁkmg@c"g‘l}a@ gambaran komprehensif

tentang proses dan hasil yang dicapai.

KewenanganAdat Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Kewenangan adalah suatu kekuasaan hukum serta hak

untuk memerintah atau bertindak dalam ruang lingkup tertentu

guna melaksanakan kewajiban bagi masyarakat umum atau publik.

Dalam konteks adat, kewenangan ini melibatkan pelaksanaan
kewajiban terkait persoalan-persoalan adat yang mengikat dan
berada dalam ruang lingkup hukum adat yang mengikat
masyarakat adat Minangkabau. Secara tertulis,Indonesia telah

mengakui  kebebasan suatu wilayah untuk menjalankan
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pemerintahan yang bersifat otonom. Hal ini tercermin dalam
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sertaprinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang.

Sebelumnya, pemerintahan nagari diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
Kemudian,peraturan tersebut diubah menjadi
PeraturanDaerahNomor2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari. Ddlam/lggnteks ini, peradilan adat yang
dimiliki oleh Kerapatan A[’c_llat Nagarl d.l-pahaml sebagaiproses

penyelesaian sengkata nﬁbaga adat.  Meskipun

demikian,secara yuridis,. I'- _ t-1dak diakui oleh undang-

undang. Seperti yang dinyata ole?ledklm Nyak Pha dalam
artikelnya ”PerathLH’PH@llMénﬁ{a}“@&l@ Kekinian" yang
diterbitkan di Majalah E@%Qa‘?‘%ogor XVI Desember 2005,
halaman 17. Kutipan ini disampaikan oleh seorang informan saat
penulis melakukan wawancara di beberapa nagari mengenai
kewenangan adat dalam menyelesaikan sengketa Pusako Tinggi,
di mana informan tersebut menjelaskan berbagai aspek terkait

kewenangan adat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

4.1.1 Kewenangan Adat di Nagari Pandam Gadang kecamatan Suliki
Kabupaten 50 Kota

Di Nagari Suliki,Pandam Gadang,dan Nagari Kurai,yang
berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota atau Luak Nan
Bungsu, terdapat suatu sistem kelarasan dalam menyelesaikan

sengketa pusako tinggi atau persoalan yang terjadi dalam



masyarakat adat, yang dinamakan kelarasan Bunga Setangkai.
Ketiga nagari tersebut memiliki hubungan emosional yang kuat
karena dulunya berasal dari Luak Agam. Dalam menyelesaikan
masalah- masalah yang terjadi, mereka saling membantu satu
sama lain. Misalnya, bila salah satu kaum dalam nagari tersebut
punah, kaum lain di tiga nagari tersebut akan saling membantu,

karena asalnya dulu satu yaitu dari Luak Agam

“Sistem yang disebut lantak nan salapan mencakup delapan suku
yang terdapat di ketiga nagari tersebut. Sistem ini terdiri dari 149
ninik mamak dan satu raja(rajo),serta delapan ampek suku yang
terbagi menjadi tiga ,ampek suku di Nagari Kurai, tiga di Nagari
Pandam Gadang, dan dua di Nagari Suliki. Jika persoalan adat
tidak dapat diselesaikan di Ke%atan Adat Nagari, maka masalah
tersebut akan dlbawayulge <elaf§§an Bllmga szang cai yang memiliki
balai adat sendiri. Dl'LI( né}(eta adat yang terjadi

|
iblélai adat. Hasil dari

diselesaikan melalui
kesepakatan dibalai adatini bi®an merupakan keputusan final,
tetapi bisa melijclJinJ:J;'ﬂje}IﬂéJéfiaﬁwmlaQ.LNamun,Jlka para
pihak tidak menerima hgﬁ E‘gfg E\a‘rl;’penyelesaian dibalai adat
Bunga Setangkai yang hanya memberikan kesimpulan, maka
mereka dapat melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri
(Suliki, 2023).

Keterangan informan ini menjelaskan dengan jelas
bahwa putusan Kerapatan Adat Nagari, yang merupakan sidang
adat dalam masyarakat adat, tidak memiliki kewenangan untuk
memutuskan atau mengeksekusi sengketa pusako tinggi. Hal ini
disebabkan oleh aturan adat yang tidak sinkron dengan aturan
hukum yang berlaku mengenai persoalan tanah ulayat atau pusako
tinggi di Minangkabau. Tanah ulayat merupakan tanah turun-
temurun, sehingga ketika timbul masalah dan para pihak tidak

menerima putusan sidang adat, masalah tersebut harus dilanjutkan
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ke Pengadilan Negeri.

4.1.2 KewenanganAdat Nagari Tarok Kabupaten Agam
Hukum adat, sebagai hukum yang berurat dan berakar
pada budaya serta norma-norma tradisional,memiliki karakteristik
unik sebagai hukum yang hidup. Hukum adat mencerminkan
perasaan hukum yang nyata dari masyarakat adat, dan karena
sifatnya ~ yang  dinamis, hukum  adat terus-menerus
berkembangseiring dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.
Seperti yang dijelaskan dalam bukuPengantar dan Asas-Asas
Hukum Adat oleh Soerojo Wignjodipoero, S.H., halaman 243,
hukum adat tidak hanya mengikuti tetapi juga beradaptasi dengan

perubahan yang terjadi dalam-masyarakat adat.

“Pada dasarnya kami <erapm n | tarok menyelesaikan

dalam peradilan ada

“raso jo pareso’ yaitul

sampai anak kemenakan,Dan ®undo kanduang tidak dirugikan

dansaling mengl;}alr!gg'i]”(h{'ﬂﬁ%%lv@lgw,&%k 2023).
PADANG

Rasa kemanusiaan yang tinggi sangat dijunjung dalam adat
Minangkabau, yang kadang disebut jugatau jo ampek(istilah
dalam masyarakat adat Minang yang merujuk pada
(menurun,mendaki,melereng,dan menghilir).Penyelesaian
sengketa pusako tinggi sering kali dilakukan dengan
mengandalkan perasaan dan hati nurani, seperti yang disampaikan

oleh responden Datuk Sati Nan Bakarih Ameh.

4.1.3 Kewenangan Adat Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh

Hukum adat dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi
tidak dibawakan ke Pidana atau perdata, namun mempunyai suatu

prosedur dalam hal penuntutan, dengan arti bahwa petugas hukum
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yang berwenang mengambil tindakan konkrit (reaksi adat) guna
membetulkan hukum yang dilanggar itu, hakim adat yang
memutuskan disini yakni Kepala adat, Pangulu adat, mamak
Kepala waris atau suatu lembaga adat yang terbentuk dalam
Masyarakat adat,hakim perdamaian adat atau nagari, atau
dilanjutkan ke Pengadilan negeri untuk semua macam

pelanggaran hukum adat (ustad hamid 2023).

4.1.4 Kewenangan Adat Nagari Simpang Tigo Pasaman

Di dalam sistem penyelesaian sengketa adat pasaman
mempunyai keunikan sendiri karena awalnya suku disana adalah
suku melayu maka tidak menggunakan siiten penyelesaian yang

dianut dalam adat minangka larena keduanya sistem tidak

digunakan dinamaka utan, uniknya bukan

itu saja namun ada n megang teguh hukum

adat, terutama pu dapat  peran  Hakim

PeradilanTinggl t a utuskan perkara-
perkara tersebut. Haﬁl;jmll gﬁ%fﬁ%@ui@;% sistem kelarasan
manapun dan tidak mempertimbangkan latar belakang suku atau
kaum pihak- pihak yang terlibat. Dalam hal ini,niniak mamak
tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara adat
dalam kaumnya sendiri. Sebaliknya, perkara tersebut diajukan
kepada Rajo Adat, yang memiliki wewenang untuk memutuskan
sengketa adat. Keputusan yang diambil oleh Rajo Adat dianggap
final dan tidak dapat dibantahkan, serta diakui dalam aturan adat
di Pasaman. Bahkan, putusan tertinggi ini diakui oleh Pengadilan
Negeri diPasaman karena telah ada kesepakatan bersama antara
para pucuak adat dan pengadilan setempat mengenai penanganan
sengketa pusako tinggi jika salah satu pihak mengajukan

gugatan.(tanjung, 2024
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4.1.5 Kewenangan Adat Nagari Suayan Kecamatan Akabiliru Batu Ampa,
Kabupaten Limapuluh Kota

Dalam masyarakat adat Minangkabau, nilai-nilai budaya
dan peran niniak mamak sangat penting, terutama dalam
penyelesaian sengketa pusako tinggi. Proses penyelesaian ini
dilakukan dari bawah ke atas, melalui musyawarah dan mufakat.
Dalam hal ini,Datuk Pucuk berperan sebagai pemutus keputusan
yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, mirip
dengan sistem pada zaman kerajaan Pagaruynang di mana
keputusan raja dianggap final dan tidak dapat dibantahkan. Sistem
yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa ini
melibatkan Lareh Bodi Cania ang mengadakan sidang secara
Kmn

terbuka, sedangkan yelenggarakan sidang

secara tertutup.Namu kedua sistem tersebut

digabungkan dan dik

Hen e 22H%IN IMAM BONJOL
PADANG

4.1.6 Kewenangan Adat Nagari Sarilamak Kecamatan Harau,

Kab.Lima Puluh Kota

n pisang sikalek-kalek

Di Nagari Sarilamak, kewenangan adat memainkan
peran yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa pusako
tinggi. Para niniak mamak di nagari ini membentuk sebuah
lembaga adat yang disebut Gontang Ompek Puluah. Lembaga ini
menangani persoalan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat
bawah, yaitu di dalam kaum yang bersangkutan. Jika masalah
tersebut masih belum terpecahkan, maka kasus tersebut dibawa ke
Datuk Pucuk Suku. Apabila penyelesaian di tingkat ini juga
belum berhasil, persidangan akan dilanjutkan di lembaga

peradilan adat yang dikenal sebagai Gontang Ompek Puluah. Di



4.1.7

4.1.8

lembaga ini, terdapat 15 orang niniak mamak dari berbagai suku
dalam Nagari Sarilamak yang terlibat dalam proses penyelesaian

sengketa tersebut.(kuniang, 2024)

Kewenangan Adat Nagari Tanjung Sungayang Kabupaten Tanah

Datar

Sebelum kedatangan bangsa Belanda di
Indonesia,kewenangan adat dalam peradilan adat memegang
peranan penting dalam menyelesaikan persoalan adat, karena
hanya pemangku adat yang memiliki pemahaman mendalamm
mengenai penyelesaian secara adat. Penyelesaian sengketa pusako
tinggi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan
melibatkan mediasi dan negosiasi untuk menemukan solusi yang

Adat Nagari(KAN) hanya

tepat. Dalam proses ini,
dapat memberikan memiliki wewenang
untuk memutuskan p al.Proses penyelesaian

sengketa berlangsung ce atas, mulai dari suku

dan kaum, hinggd |e| tirigkdt hdcad{ dédgdy mclibatkan pangulu
yang dikenal sebagai Emipli finih, [ fabila para pihak tidak puas
dengan kesimpulan yang diberikan oleh KAN, mereka dianjurkan
untuk  melanjutkan  perkara  tersebut ke  Pengadilan

Negeri.(hendrius, 2024)

Kewenangan Adat Nagari Koto Tangah Piladang Kecamatan

Akabiluru Kabupeten Limapuluh Kota

Kewenangan adat dalam menyelesaikan sengketa pusako
tinggi terletak di tangan Datuk Pucuak, sementara Kerapatan Adat
Nagari berfungsi sebagai pembanding setelah hasil dari keputusan
Datuk Pucuak dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam
proses ini, sistem lareh yang digunakan meliputi Koto Piliang dan
Bodi Caniago.Datuk Pucuak berperan sebagai pemutus yang
keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun,
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4.2

mirip dengan kekuatan putusan raja pada zaman Kerajaan

Pagaruyuang yang tidak dapat dibantahkan.

Meskipun secara yuridis formal lembaga penyelesaian
sengketa adat tidak termasuk dalam sistem peradilan Indonesia,
dalam praktiknya, masyarakat adat tetap mengandalkan peradilan
adat sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Mereka merasa
bahwa putusan hakim adat sangat memuat norma-norma hukum
adat dan local wisdom. Oleh karena itu, hukum di Indonesia
seharusnya melihat kedepan,yakni hukum tidak hanya harus
tertulis dalam peraturan atau undang-undang, tetapi juga harus
mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Sering kali, masyarakat adat merasa bahwa hak-hak mereka lebih
terpenuhi melalui peradilan  adat daripada peradilan negara.
Namun disayangkan eutu& belumgmenjadi putusan final

salam sengketa pus

hukum adat dengan

indonesi dalam menyelesaikan S€hgketa pusako tinggi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG
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Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikanm Sengketa Pusako

Tinggi

Dalam masyarakat adat Minangkabau, penyelesaian
sengketa Pusako Tinggi mengikuti ketentuan adat yang berlaku,
yakni melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk
perdamaian. Peradilan perdamaian nagari dibentuk berdasarkan
surat keputusan, dengan tugas untuk menyelesaikan perkara-
perkara kecil yang diajukan olehwali nagari. Perkara-perkara ini
dianggap kecil setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan
Kerapatan Adat Nagari, dan jika dianggap sesuai, diselesaikan
oleh Kerapatan Adat Nagariy ang bersangkutan. Seperti yang
diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Tanjung Sungayang, KAN.



Tanah Datar, sebagai berikut:

“Adanya peradilan adat sebelum bangsa Belanda masuk ke
Indonesia , berharap peradilan adat difungsikan kembali karena
persoalan adat hanya pemangku adat yang paham
penyelesaiannya secara adat, di zaman pagaruyuang
dulu,KerapatanAdat ~ Nagari sudah ada  dengan dilanjutkan
ke peradilan adat, namun setelah Belanda masuk dan menjajah,
hukum adat hanya menyandang sako dan pusako saja, atau
sebagai tuah saja di masyarakat adat serta limbago adat juga
sudah ada sejak zaman pagaruyuang. Peradilan adat sudah ada
sejak kerajaan pagaruyuang namun pola penyelesainnya berbeda
karena adat salingka nagari, tapi tidak lepas dengan cara-cara
yang dibawa oleh datuak Parpatiah Nan Sabatang dan datuak
Ketemanggungan pada dasarnya” (Hendrius, 2024)

Keberadaan dua lembaga peradilan ini sering
menimbulkan permasalahan, terutama karena peradilan adat
nagari memiliki kewenangan  untuk menyelesaikan perkara yang

terjadi dalam nagarigtertentll. Peradilan adat nagari tidak hanya

berwenang untuk lﬂCljllal.l.. R § vang berkaitan dengan
hukum adat, tetapi 'gu
beberapa perkara yangm> '-£idak pat diselesaikan oleh peradilan
negara. MisalnM,l raLle'ﬂ ﬂ%&és—%@ﬂy&@ lJos)erkaitan dengan
ranji(silsilahketurunan) cﬁf{ 5‘@1&%}1{; adat), peradilan adatlah
yang berwenang. Kasus yang melibatkan ranji hanya bisa
diputuskan oleh peradilan adat karena berkaitan dengan silsilah
keturunan dalam suatu kaum, yang penyelesaiannya harus
dilakukan sesuai dengan cara adat. Disisi Lain,keberadaan dua
lembaga dengan wewenang yang sama sering menimbulkan
keraguan di masyarakat mengenai tempat yang tepat untuk
mengajukan perkara yang berkaitan dengan kedua lembaga
tersebut. Lembaga yang sering menyelesaikan sejak adanya
kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi solusi tempat
penyelesaian sengketa pusako tinggi, namun kadang sebagian di
laksankan dirumah gadang, bila penyelesaian sengketa masih

dalam kaumnya sendiri. Hal ini terjadi karena belum adanya
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aturan tegas mengenai tata cara pengajuan perkara adat, apakah
harus diselesaikan melalui peradilan adat atau pengadilan negeri.
Jika peraturan perundang-undangan tidak jelas, lembaga peradilan
dapat kehilangan fungsinya di tengah masyarakat hukum adat.
Begitu pula, peradilan adat bisa kehilangan perannya sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi dalam hukum adat. Penyelesaian
sengketa tanah ulayat yang dilakukan secara adat dianggap adil
oleh masyarakat hukum adat, karena pemangku adat lebih
memahami seluk-beluk persoalan adat. Sebaliknya, jika sengketa
diselesaikan di luar peradilan adat, objektivitas hasil penyelesaian
tersebut sering dipertanyakan, karena pihak luar mungkin tidak

mengetahui asal-usul tanah ulayat yang bersangkutan.

Salah satu faktor “yang mmenyebabkan melemahnya
peradilan adat adalak v@ a dari undang-undang.

Putusan-putusan ya

peradilan adat tidak
memiliki kekuatan huk 2. Selain itu, perubahan
dalam masyarakat turut befkontribusi  terhadap  penurunan
peradilan adat.]\%i%ka”é‘g *;%E'fé @Qﬁ%njb@#‘at komunal kini
telah mengalami perubaﬁﬁpeﬁuw r"s_'i;fat yang lebih individual.
Dengan semakin banyaknya individu yang lebih mementingkan
kepentingan pribadi, hukum adatpun perlahan mulai melemah.
Salah satu indikasi penurunan sistem adat dapat dilihat dari
meningkatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan formal,
yang berdampak pada berkurangnya peranan peradilan adat. Hal

ini juga disampaikan oleh Ketua KAN Nagari Pauh Sangik, Kab.
Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

“Keserakahanpara masyarakat adat yang kadang bukan
haknyasebagai pemlik tanah pusako tinggi tanpa melibatkan para
pangulu adat, mengajukan gugatan kepemilikan ke pengadilan,

serta tidak melibatkan penghulu adat dalam penyelesaian
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sengketa”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN Koto
Nan Gadang, Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

“Adanya peraturan daerah tentang kerapataan adat yang tidak
punyakewenangan memutuskan perkara adat,para  pihak
melanjutkan ke pengadilan negeri karena putusan dalam adat
tidak bisa mengeksekusi dalam memutuskan perkara adat

terutama sengketa pusako tinggi”.

Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis,yang
mengandalkan mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan
persoalan adat. Dalam konteks ini, peranan niniak mamak sebagai

pemutus dalam persidangan adat sangat penting, dan penghargaan

terhadap mereka merupakaafbagian dari norma yang berlaku.
lian antara penerapan
fungsininiak mama Katath v dalam menyelesaikan
orma-norma yang ada.

Pengakuan telh@alq\pthlﬁﬁug @y dala sengketa pusako
tingg isering kali membufehikdn) pefigdsahan di pengadilan negeri.

Peradilan adat, yang melibatkan hakim perdamaian dan
sistem manitiak dari ateh kabawah (dariataskebawah),
mengandalkan keputusan pucuk adat serta kerjasama dengan
pemerintah untuk mengakui putusan sidang adat. Kurangnya
sumber daya manusia yang memahami persoalan adat perlu
diatasi dengan peningkatan kapasitas dan sinergi dengan
pemerintah serta hukumpositif. Penting untuk mengakui peradilan
adat dalam kerangka undang- undang yangberlaku, sehingga
dapat menghargai marwah niniak mamak sebagai pemutus

sengketa pusako tinggi.

Peran niniak mamak dalam menjaga atau mengelola
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harta pusaka kini mengalami penurunan signifikan. Hal ini sejalan
dengan temuan J.V. Maretin yang menyatakan bahwa sistem
sosial masyarakat Minangkabau secara perlahan akan memudar
dan mungkin akan hilang sepenuhnya. Adat istiadat tradisional
Minangkabau,yang dulunya dijalankan secara ketat,kini mulai
ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini
mencerminkan bagaimana posisi niniak mamak dalam suatu
kaum semakin memudar.Berdasarkan kasus sengketa Harta
pusako tinggi  ,adabeberapa  factor = yang menyebabkan

pergeseran peran niniak mamak dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu penyebab utama adalah ketidakpuasan anak

kemenakan terhadap keputusan adat. Prinsip kepemimpinan ninik
mamakyang selama ini mepekankan pada keadilan dan
musyawarah denga &ang suik indak kasalasai,

ang berarti mencari solusi

ang mulai diragukan.

Keputusan yang diambil olehnifitk mamakarusnya tidak memihak

dan sesuai denéajnls%rzllp,"q&{ﬂjn 5&%@ i) Leputusan tersebut

dianggap tidak memuaskﬁ%‘lg %ﬁ\é[lgpihak tertentu.

Di sisi lain, arus modernisasi yang semakin kuat turut
mempengaruhi pola pikir masyarakat hukum adat. Kehidupan
sosial yang dulunya berlandaskan kebersamaan dan musyawarah
kini beralih ke individualisme dan konsumerisme. Prioritas
masyarakat berubah dari kepentingan kolektif menjadi
kepentingan pribadi, yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai
tradisional. Selain itu, kurangnya pembekalan pengetahuan
tentang harta pusaka dari ninik mamak kepada kemenakan juga
menjadi masalah Pendidikan dan pemahaman mengenai
pengelolaan harta pusaka yang dulu menjadi tanggung jawab

ninik mamak kini mulai terabaikan, mengakibatkan penurunan
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penguasaan kemenakan terhadap nilai-nilai adat dan cara

penyelesaian sengketa pusaka.

Harta pusako di Minangkabau merupakan harta
kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau
diwarisi dari leluhur secara bersama-sama oleh suku atau kaum.
Untuk menghidupkan kembali peran ninik mamak dalam
menyelesaikan sengketa hartapusako, ada beberapa langkah yang
bisa diambil. Pertama, mengoptimalkan fungsi pokok dan
kewajiban ninik mamak terhadap anak kemenakan dan
masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari cara ninik mamak
menyelesaikan perselisthan atau persengketaan antar anggota
kaumnya. Sebagai penengah,ninik mamak tidak boleh berpihak
kepada siapapun dan harus berpegang pada prinsip "ka nan bana."
Dibutuhkan kearifag ﬁmaam dalam menyelesaikan

berbagai masalah yan

Selanjutnya, mu pengetahuan dan

pemahaman ni n eksistensi dari
peranan KAN dﬁ LEE i;ﬁ ?%%@?@Emnya juga sangat
penting. Menjalankan prinsip sesuai dengan adat salingka nagari
akan membantu ninik mamak menjalankan tugasnya dengan lebih
efektif. Jika hal ini dapat dijalankan, peran ninik mamak akan
kembali dengan sendirinya dan dapat berfungsi sepenuhnya

dalam masyarakat.

Selain itu, memberikan penjelasan dan pemahaman
tentang ketentuan waris adat Minangkabau kepada anak
kemenakan sangatlah penting. Mengenalkan istilah-istilah adat
kepada anak kemenakan di Minangkabau akan membantu
mencegah terjadinya sengketa antar kaum dan memastikan bahwa
anggota kaum lebih memahami dan menghormati ketentuan adat

yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan
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tidak ada lagi pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut.

Peran dari ninik mamak dalam penyelesaian sengketa
harta pusaka tinggi sudah mulai tidak dijalankan lagi karena ninik
mamak tidak lagi diikut sertakan dalam proses penyelesaian
tersebut.Peran dan tanggung jawab ninik mamak, yang dulu
merupakan tempat bertanya dan bercerita dalam penyelesaian
sengketa harta pusaka tinggi, kini mulai memudar. Pepatah"pai
tampek batanyo, pulang tampek bacarito"menunjukkan betapa
tingginya kedudukan dan peran ninik mamak di lingkungan
masyarakat. Namun, saat ini, peran dan tanggung jawab ninik
mamak serta peradilan adat sudah mulai diabaikan, digantikan
oleh hukum nasional. Hal ini dilakukan oleh beberapa pihak

untuk mendapatkan kekuatan Eukum yang tetap. Sebagaimana

diungkapkan oleh Tanjung Sungayang,

cerminkan perubahan
signifikan dalam pendeks sengketa di masyarakat

adat Minangkabau.

UIN IMAM BONJOL
“Mulai tidak dlﬁkﬂrﬁjﬁ}ﬁpgﬁldaan peradilan adat oleh

undang-undang serta karena kurangnya sumber daya manusia
yang merupakan panghulu adat yang sangat kurang dalam
penyelesaian sengketa pusaka tinggi karena keputusan hukum
adat tidak bisa memutuskan secara inkrah suatu sengketa dan di
tambah lagi dengan pengetahuan ninik mamak tentang hukum
positif yang kurang paham. Dengan semuanya itu berharap
LKAAM juga berfungsi sebagai pemutus dalam penyelesaian
sengketa pusako tinggi. LKAAM dan KAN bisa bersama
menyelesaikan sengketa pusako tinggi atau persoalan adat dalam
masyarakat adat serta jadi penentu dalam peradilan adat dan
diakuinya keberadaan ninik mamak dalam menyelesaikan

sengketa pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau oleh
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pemerintah atau pengadilan negeri. Dan jugadiakuinya putusan
Kerapatan Adat Nagari olehhakim pengadilan negeri sebagai
bukti sah dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam

masyarakat adat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari
Sarilamak,Kab. Lima Puluh Kota,sebagai berikut:

“Diakuinya peran ninik mamak sebagai penghulu adat
karena ninik mamak lebih mengetahui sengketa adat, maka dari
itu perlu konsideransi hukum adat dengan hukum positif.
Pemerintah perlu membuatkan perda atau aturan yang sama
nilainya dengan putusan adat dalam masyarakat adat yang sejajar
dengan hukum positif atau aturan perundang-undangan. Serta

perlu dibentuknya limbago a ar adanya peradilan adat yang

n¥ielesai

a.farak
sudah mengakui pro

tinggi bahkan ﬁﬁfﬁaq—ﬁaﬁ]ﬁﬁ) édﬁ r‘j‘gjbctakui mempunyai

konsideran hukum dengaﬁﬁlﬁl}l‘uﬁ@g—undang yang ada bahwa

punya eksistensi dal eta pusaka tinggi dan

masalah yang ada dal imbago adat yang ada

salan sengketa pusaka

peradilan adat punya kewenangan dalam memutuskan suatu

perkara.”(Kuniang, 2024)

Lembaga adat memiliki potensi besar untuk diperkuat
sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa(APS),baik untuk objek
sengketa yang bersifat privat dan keperdataan, maupun dalam
sengketa yang bersifat publik sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008,serta
aturan terkait lainnya. Solusi untuk memperkuat lembaga adat
sebagai APS yang adil dapat diterapkan melalui perubahan pola
pikir masyarakat adat, tidak lagi hanya diposisikan sebagai

wewenang urus sendiri tetapi menjadi kesatuan masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa adat, terutama sengketa
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mengenai gelaradat (sako) dan sengketa mengenai pusaka
(pusako) menurut hukum adat Minangkabau, dapat dilakukan
sesuai dengan adat yang berlaku. Proses ini mengikuti prinsip
bajanjang naiak, batanggo turun, dimulai dengan Kerapatan Adat
Kaum,dilanjutkan keKerapatan Adat Suku,dan berakhir pada
peradilan adat nagari, di mana hukum adat menjadi barisan utama
untuk melindungi kepentingan sosial masyarakat. Meskipun adat
merupakan satu-satunya sistem norma di Minangkabau,
penerapannya seringkali tidak ideal dan jarang bersesuaian
dengan perilaku yang sebenarnya. Hal ini menjadi semakin tidak
mungkin terlaksana pada masa ketika nagari-nagari Minangkabau
hidup dalam tatanan norma-norma pluralistik, seperti masuknya

agama Islam dan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang

sistemﬂnangkabau.

Untuk menii@rgauidsy occl pendayagunaan yang

berpengaruh terhadap

diperlukan guna me adat nagari dalam

penyelesaian sengketa pusako #hggidi Minangkabau, diperlukan

adanya perbaik&r’ |£’énlfﬂg;f:i\ rﬂuﬁaq;}l%tja@lhh agar peradilan
adat nagarimenjadi lefb&ép %‘J;i{ C§emg mampu  menjawab

kebutuhan masyarakat adat Minangkabau. Pendayagunaan
kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui
implementasi teknis penyelesaian perselisihan. Jika dijabarkan
lebih lanjut, model pendayagunaan ini bisa diuraikan melalui teori
Friedman mengenai sistem hukum, yang mengusulkan

pembaharuan dalam tiga segi utama.

Pertama segi substansi ,hukum yang merupakan
argumentasi yuridis, mencakup aturan perundang- undangan yang
perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
adat. Kedua, segi struktur lembaga yang menyangkut

permasalahan administratif, dimana perlu adanya perbaikan
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dalam tata kelola dan manajemen peradilan adat nagari.

Ketiga, segi budaya hukum yang melibatkan pengawasan dan
pengembangan sumber daya manusia, memastikan bahwa semua
pihak yang terlibat dalam peradilan adat memiliki kompetensi dan
integritas yang tinggi. Melalui pembaharuan dalam ketiga segi ini,
peradilan adat nagari diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan
efisien dalam menyelesaikan sengketa pusako tinggi di

Minangkabau.

Pertama, segi subtansi hukum (legal substance). Dalam
upaya memperkuat peradilan adat nagari dalam penyelesaian
sengketa pusako tinggi di Minangkabau, substansi hukum
ataulegal substance memegang peranan yang sangat penting.
Substansi hukum inilah yehmentukan pengakuan hukum

utusan peradilan adat

ang dikeluarkan oleh
pengadilan negeri.

tengah-tengah [jnﬁ{i/a ?l?h reli) & ﬁaﬁl iy ﬁtﬁk menciptakan

kesadaran hukum danP eﬁlﬂlﬁrc yangberlandaskan pada

gembangan hukum di

supremasi hukum, yang telah mendapat pengakuan dan jaminan

dari Negara Republik Indonesia melalui UUD 1945.

Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Republikl
ndonesia adalah negara hukum, yang melaksanakan kedaulatan
atau kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berdasarkan
UUD 1945 ada pada rakyat.Hal ini berarti negara menempatkan
hukum pada kedudukan tertinggi, sekaligus sebagai prinsip dasar
yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Asas kedaulatan rakyat dalam
konstitusi Indonesia menghendaki agar setiap tindakan
pemerintah berdasarkan kemauan rakyat, sebagai negara yang

menganut paham kedaulatan rakyat. Dengan demikian,
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pengakuan dan penerapan substansi hukum ini sangat krusial
untuk memastikan bahwa peradilan adat nagari memiliki
legitimasi dan kekuatan hukum yang diakui oleh negara, sehingga
dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa

pusako tinggi di Minangkabau.

Peradilan adat adalah suatu lembaga peradilan yang berfungsi
untuk menyelesaikan konflik dan memediasi perdamaian antara
warga masyarakat hukum adat di lingkungan mereka.
Terminologi peradilan adat ini muncul dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang lahir setelah reformasi, menunjukkan
pengakuan normatif terhadap keberadaannya. Setiap kesatuan
masyarakat hukum adat memiliki sebutan yang beragam untuk
lembaga peradilan adat ini, tergantung pada kekhasan bahasa
lokal setempat. Kebgia amﬁ ini mencerminkan kekayaan

budaya yang ada d

unjukkan bagaimana
peradilan adat telah integral dari sistem

pengadilan  yang  diakui “cara  yuridis  di  Indonesia.

Perkembangan ol |J€":a1‘[1”%ﬁﬂa5&&&@i@é—lahirnya kembali
peradilan adat, yang kﬁf&\el%g%tgﬁgya diakui dalam sistem

pengadilan nasional, memberikan kontribusi penting dalam
penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Yang paling utama dan
paling penting adalah perubahan Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara yuridis, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus
dilakukan untuk menetapkan model pendayagunaan baru ini

adalah merevisi atau menambahkan unsur peradilan adat dalam
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Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Peradilan adat harus diakui dan diberikan kekuasaan
penuh untuk mengadili perkara adat karena adatlah yang mampu
penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam masyarakat hukum

adat di Minangkabau.

Dengan diakuinya peradilan adat dalam undang-undang
kekuasaan kehakiman ini, eksistensi serta putusan dari peradilan
adat nagari akan menjadi lebih diakui dan memiliki kekuatan di
hadapan hukum negara. Hal yang senada juga diungkapkan oleh
Ketua Dewan Pertimbangan LKAAM Kota Bukittinggi, sebagai
berikut: “Sumber daya manusia dibutuhka untuk dapat membantu
penyelesian sengketa pusako tinggi agar keberadaan lembaga
peradilan adat di adakan dan ’g_@kul putusan adat dalam hukum
pemerintahan Belhafap LK.F:'AM ]qga bex.ﬁungm sebagi pemutus
dalam penyelesaian pusz?" 'ﬁmggr d’ﬁl” ﬁqasyarakat adat. Norma-

norma yang ada belur I'- denga eﬁgan penerapan fungsi

-
niniak mamak atau pangt™i adat dalam menyelesaikan

sengketa pusakoullgggi”l. VMIAM BONJOL
PADANG

Kedua, segi struktur hukum (Legal Strukture). Menurut teori

Friedman menyatakan bahwa struktur hukum adalah kerangka
yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan
instansi-instansi penegak hukum. Institusi penegak hukum sepert
peradilan adat nagari merupakan lembaga publik yang harus
dikontrol melalui suatu mekanisme agar kewenangan serta
batasan- batasannya menjadi semakin jelas. Secara kelembagaan,
peradilan adat tidak mendapatkan pengakuan yang tegas dalam
sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Pengakuan terhadap
peradilan adat harus dicantumkan dalam peraturan perundangan,
seperti yang telah dijelaskan pada substansi hukum sebelumnya.

Bentuk dari lembaga peradilan adat itu sendiri adalah sebagai

171



sistem keadilan komunitas masyarakat adat yaitu peradilan yang
mengurus perkara-perkara yang muncul di dalam sebuah
komunitas adat yang mempunyai lembaga-lembaga adat ,yang
wewenang diberikan kepada pengaulu adat, yang telah ada pada

setiap kaum adat daerah dengan ketentuan adat salingka nagari.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebutuhan
hukum adat agar mampu menyalurkan keingginan masyarakat
adat yang tidak bisa lepas dari pola-pola penyelesainya serta tidak
bisa meninggalkan sejarah adat Minangkabau, dan ini pelu
adanya suatu aturan yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah
untuk merobah peraturan daerah terdahulu sesuai kebutuhan
masyarakat adat di Minangkabau. Ketika terjadi sengketa dalam
masyarakat adat, maka yg,x;lg berwenang menyelesaikan

permasalahan itu adalah mdsyarakat 1tu sendm melalui lembaga

peradilan adatnya. Ha]. - i;ebagalrp ' '}fang diungkapkan oleh

Ketua KAN Koto NeSdine s 4

' >

ta- Payakumbuh, sebagai

.\"\--

UIN IMAM BONJOL

“Pemerintah  perlu meﬁﬂlﬁlﬁ% Ferda atau aturan yang
2

berikut:

samanilainya dengan putusan adat dalam masyarakat adat yang

sejajar dengan hukum positif atau aturan perundang-undangan.”

Lembaga peradilan adat nagari harus diakui sebagai peradilan
komunitas yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari serta
ditempatkan berdampingan dengan pengadilan negara. Peradilan
adat nagari dapat mengeluarkan putusan yang final dan mengikat,
sehingga kekuatan dari putusan ini setara dengan putusan yang

dikeluarkan lembaga pengadilan negara. Dengan menjadikan

peradilan adat sebagai komunitas yang jelas wilayah jurisdiksinya,

serta diakui kelembagaannya dan kekuatan keputusannya dalam
sistem kekuasaan kehakiman, permasalahan yang muncul di

tengah masyarakat hukum adat harus diselesaikan di peradilan
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adat yang memiliki putusan final dan mengikat. Hal ini akan
menjadikan peradilan adat setara dengan peradilan lain di bawah
sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Ketua KAN Nagari Koto Tangah Akabiluru,

Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan ,

“Berharap adanya peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa
pusako tinggi dalam masyarakat adat. Di akuinya putusan
kerapatan adatnagari oleh Hakim pengadilan Negeri sebagi bukti
yang sah, dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi dalam

masyarakat adat."

Ketiga, dari segi budaya hukum (Legal Culture), budaya hukum

merupakan faktor-faktor dalam masyarakat yang menentukan
bagaimana scbuah sistem Hmperoleh tempat yang logis
dalam kerangka b yar m. Budaya hukum

nilai yang ada di

mencakup keseluruh

masyarakat yang men sebuah sistem hukum

berlaku. Keber n a st ., kebiasaan-kebiasaan
UK IvAM BBRIOL" |
masyarakat, dan lembagg Akﬁlﬁtﬁ &apat lestari dan semakin
kukuh,sehingga memainkan peran positifdalam pembangunan
nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai

dengan tingkat kemajuan perkembangan zaman.

4.3 Struktur Kekuasan Niniak Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa
Pusako Tinggi

Budaya dan kultur di Minangkabau memiliki struktur
adat yang unik dalam menyelesaikan masalah adat, terutama
perkara sengketa pusako tinggi. Setiap daerah dalam masyarakat
adat Minangkabau memiliki adat yang berbeda, yang
dikenaldengan istilah adat salingka nagari. Beberapa responden

dan informan menjelaskan bahwa kekuasaan niniak mamak dalam
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menyelesaikan sengketa pusako tinggi sangat dihormati dan
dianggap sebagai suatu putusan yang tidak dapat dibantah. Proses
penyelesaiannya pun bervariasi sesuai dengan kearifan lokal
masing-masing nagari. Struktur dibentuk dari kewenangan dan
fungsi niniak mamak dalam kaumnya, sesuai dengan sisitem
kelarasan yang digunakan, maka ninika mamak dalam suku
tersebut yang dibentuk untuk menjadi suatu bentuk susunan yang
saling terkait dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang
berperkara,

4.3.1 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau,Kabupaten Limapuluh Kota

Nagari Sarilamak menganut sistem Koto Piliang, yang
dapat dilihat dari balai adatmg beragam:Balai Alue Patuik
di Buluh Kasok,Bala; kiBarih f

tieh, danBalai Ujung

Rapek di ketinggian asak Kunci Loyangdi

Sarilamak. Menarikn at ini tidak memiliki

anjungan, yang grﬁlwﬁﬁlﬁn tli?a&}\ﬁ jlﬁaﬁ( mamak duduak

samo tinggi. Hal ini 1@ ﬁLﬁ] ]t—:] bahwa meskipun nagari

Sarilamak secara pemerintahan menganut sistem Koto Piliang,
dalam praktiknya juga mengadopsi prinsip- prinsip Bodi
Chaniago. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nagari
Sarilamak menggabungkan kedua sistem tersebut, yang sering
disebut sebagai "kok adatnya KotoPiliang,langgamnyo Bodi
Chaniago"atau"adatnya Bodi Chaniago, langgamnya Koto
Piliang"(Syaiful Dt, Bosa Nan Kuniang, 2023).

Fungsi niniak mamak dalam menyelesaikan masalah
adat sako jo pusako dan harato pusakodi nagari Sarilamak dibawa
ke limbago adat tertinggi yang dinamakan Gontang Ompek puluh.
Proses ini mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan

mufakat. Kedua belah pihak yang bersengketa akan dimediasi



terlebih dahulu dan diberikan saran-saran supaya mereka
bisaberdamai. Mereka kemudian diberi waktu tujuh hari untuk
berpikir. Apabila salah satu pihak tidak mau dimediasi,
persidangan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.Gontang Ompek
puluh adalah limbago adat tertinggi. Sebelum sampai ke
persidangan limbago tertinggi, setiap persoalan diselesaikan dari
bawah secara terstruktur yang dibagi ke dalam tiga tingkatan,

yaitu sebagai berikut :

4.3.1.1 Niniak Mamak Balai Alue Patuik

Setiap suku di Minangkabau memiliki perangkat adat
masing-masing. Di  Nagari Sarilamak,niniak mamak yang

tergabung dalam niniak maﬁmpek suk,niniak mamak nan
Ini godang di kapalo

bonda,Jinih Nan Bar emiliki peran penting

dalam limbago ada tdi

menyelesaikan Eirm lﬂ .}dﬁl%tﬁﬁj JdbsLekltar Balai Alue

Patuk atau Jorong Bulu hmﬁun untuk masalah harato

ereka hanya berwenang

pusako (pusako tinggi), kewenangan ada pada niniak mamak ka
ompek suku nan barompek. Jika masalah tidak dapat diselesaikan
ditingkat ini,perkara tersebut dibawa ke KAN (Kerapatan Adat
Nagari).

Jika belum juga terselesaikan, barulah dibawa kelimbago adatt
ertinggi,yaitu Kerapatan Adat Gontang Ompek puluh. Perangkat
adat tertinggi dalam Gontang Ompek puluh terdiri dari Datuak
Bandaro di PasukuanPauh, Datuak PadukoTuan di Pasukuan
Pitopang,Datuak Rajo Pangulu di Pasukuan Sembilan, dan
Datuak Patieh Nan Panjang di Pasukuan Bodi Melayu.

4.3.1.2 Adat Balai Totak Bariah
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Menyelesaikan permasalahan adat di Minangkabau
dilakukan dengan "manotak barih", di mana setiap permasalahan

ditetapkan dengan "ukua jangko"melalui musyawarah dan

mufakat sesuai aturan adat yang berlaku. DalamBalai Totak Barih,

terdapat 8 (delapan) niniak mamak yang berperan, terdiri dari 1
(satu) orang dari kaompek suku dan pangapik ka ompek suku
sebelah kanan, atau disebut juga Niniak Mamak nan Godang
diKampuang dari masing-masing pasukuan.Niniak mamak
tersebut adalah:Datuk Bandaro dari Kaompek Suku Pauh,Datuk
Sati Godang di Kampuang dari Suku Pauah,Datuk Narajo Nan
Paneh dari Kaompek Suku Pitopang,Datuk Majo Indo dari Ka
ompek Suku Sembilan,Datuk Kondo dari Godang di Kampung
Suku Sembilan,Datuk Patieh Nan Panjang dari Ka ompek Suku
Bodi Melayu,dan Datuk Pzr:lﬁh Sﬂ:ah Jarrlgguk dari Godang di

Kampuang Suku Bod.l Meilzr_yﬂ—:’ |

4.3.1.3. Adat Dibalai Ujung R

UIN |r.'“].¢1rﬂ BONJOL
Penyelesaian guﬁ:ﬁlﬁl h Cdat atau sengketab pusako

tinggi sdi  Nagari Sarilamak biasanya dimulai  dengan
memasukkan perkara tersebut ke dalam Peti Bunian Adat oleh
Pucuak Adat, Datuk Sinaro Panjang, setelah dilewakan ke sidang
orang banyak.Peti Bunian Adabt ini kemudian akan dibuka
kembali dan ditinjau ulang melalui proses musyawarah dan
mufakat, terutama jika masalah tersebut bersifat salisiah adatyang
mencakup wilayah Salingka Ujung Rapek. Namun, jika sengketa
tersebut tidak dapat diselesaikan di Salingka Balai Ujung Rapek,
maka perkara ini akan dibawa ke sidang Niniak Mamak 12(dua
baleh) dalam Limbago Tertinggi Gantang Ompek Puluh. Kedua
belas niniak mamak ini terdiri dari Niniak Mamak Balai Alue

Patuk dan Niniak Mamak di Balai Totak Bariah.
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4.3.1.4 Niniak Mamak Jorong Sarilamak

Sebagai Pusek Jalo Ada tNagari Sarilamak,niniak
mamak Jorong Sarilamak terdiri dari 15 (lima belas) orang yang
memiliki  fungsi sebagai pembanding kesimpulan dari
permasalahan sengketa adat yang telah dimusyawarahkan. Kelima
belas niniak mamak ini merupakan gabungan dari Niniak Mamak
Balai Alue Patu kdanNiniak Mamak di Balai Totak Bariah, serta
ditambah dengan Angku Imam dari suku Pitopang, Angku Bila
dari suku Pitopang, dan Angku Kotik dari suku Bodi Chaniago.

4.3.1.5 Adat Balai Jajak-an Pilubang

Sepanjang adat sahrgﬁﬁmh jo balablh Nagari Pilubang
dikenal sebagai naga.rl. tstmwa—d'engan".-k.onscp Bapak Ka Rajo

Ba Ibu Ka Puti.Hal i 1|
yang kuat, di mana Na : 1 Sa
Nagari Bukit Lijnbuki: s88agal 16 Padyk JAddt Nagari Pilubang,

Dt. Majo Indo, mcrupakﬂﬁa@]lﬁﬁﬁ@iniak mamak yang masuk
ke dalam Limbago Adat Tertinggi Gantang Ompek puluh Nagari

dlgﬁnya rasa persaudaraan

K a;‘&ﬁg,g,ap sebagai Bapak dan

Sarilamak.

Dengan adanya susunan struktur niniak mamak dalam adat nagari
serta Limbago Adat Tertinggi Gantang Ompek puluhdi Nagari
Sarilamak, pangulu adat memiliki wewenang untuk
menyelesaikan setiap permasalahan adat,baik sako dan pusako
maupun harta pusako tinggi. Penyelesaian sengketa pusako tinggi
dalam peradilan adat tertinggi Gantang Ompek puluh jarang
sampai ke Pengadilan Negeri, kecuali jika persoalan sengketa
pusako tinggit idak dibawa ke adat terlebih dahulu. Dalam kasus
tersebut, penyelesaian sengketa dilanjutkan ke Pengadilan Negeri

karena niniak mamak tidak dilibatkan dalam masalah sengketa
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pusako tinggi.

()
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UIN IMAM BONJOL
PADANG
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4.3.2 Nagari Simpang Tigo Pasaman Barat,Kabupaten Pasaman

Dalam adat salingka nagari, setiap daerah memiliki cara
masing- masing dalam menyelesaikan persoalan adat, termasuk di
Pasaman. Awalnya, suku di Pasaman adalah suku Melayu,
sehingga untuk kelarasan dalam sistem penyelesaian masalah
adat,termasuk masalah pusako tinggitidak menggunakan
laras(lareh)KotoPiliang dan lareh BodiCaniago.Sebagai Ketua
KAN Nagari Simpang Tigo Kotobaru dan juga Datuk Pucuk
Adat di Luak Saparampek,saya menjelaskan bahwa dibawah
Daulat Panji yang ada empatluhak dengan pusatnya disimpang
Ampek, dikenal dengan sebutan “‘Parik Batu”yang dipimpin oleh
Banda Rajo. Nagari yang ¢
Kappa, 2) Nagari U

tersebut meliputi: 1) Nagari

gari Ale Gadang, dan
4) Simpang Tigo Ko nasing memiliki datuk

pucuk berjumlah emp erperan sebagai hakim.

Jadi, persoalan adat ya e aman diselesaikan
oleh datuk puglj adlejtlfg ﬁﬁyﬁ% Eéﬁju k@niudlan dibawa ke
Pengadilan Tinggi Adat, yang hakimnya terdiri dari semuadatuk
pucuk di Luak Saparampek ditambah Banda Rajo.Selain
itu,terdapat Dua selo dengan dua raja, yaitu Raja Sontang dan
Rajo Kedubang, yang pusatnya berada di Panti Pasaman saat ini.
Dari duaseloini terdapat empat orang hakim, sehingga total hakim
di Pengadilan Tinggi Adat di Pasaman berjumlah sembilan orang,

yang berwenang memutuskan perkara adat di Pasaman.

Penyelesaian sengketa pusako tinggi di Pasaman
umumnya dinamakan pisang“sikalek-kalekutan”,yaitu tidak
menggunakan kedua kelarasanya yaitu lareh Bodi Caniago dan
lareh Koto Piliang,karena di pasaman suku awal yang menepati

dulunya sukum kaum Melayu. Di  Pasaman, dalam
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menyelesaikan masalah,tidak dipertanyakan siapa datuknya atau
apa sukunya. Hal ini berbeda dengan Nagari Air Bangis, yang
tidak masuk dalam Luhak Nan Empat. Penyelesaian sengketa
pusako tinggidi Nagari Air Bangis mengikuti putusan yang
diputuskan oleh pucuk adat dari empat luhak, sehingga sistem
lareh Koto Piliang digunakan dalam penyelesaian ini karena
prinsip “manitiak dari ateh ka bawah” (mengikuti aturan dari atas
ke bawah).Jika sengketa pusako tinggi tidak dapat diselesaikan
dalam persidangan adat, maka kasus tersebut dilanjutkan ke
Pengadilan Negeri. (Syahrul Ramadhan Tanjung, Dt. Sinaro
Pangulu Basa, 2023).

4.3.3 Nagari Padang Tarok Kabupaten Agam
Di Nagari Tarok, n“yele.i ngketa pusako tinggi,

di tingkat suku oleh

masalah adat diseles

pucuk suku yang ditua saian ini,niniak mamak

ikenal dengan istilah "nagari bau g m jorong dibentuk
:infak r:amik tajaﬁjjn fﬁﬁﬁ:ﬁ% ﬁpﬁaﬁa‘édéll i)ran X d: e b;

PRBARIE S I o). Apabi
permasalahan tidak selesai di tingkat bawah, maka masalah
tersebut dibawa ke Kerapatan Nagari. Namun, jika Kerapatan
Nagari juga tidak dapat memutuskan masalah tersebut, hanya
dapat memberikan saran kepada pihak lainkarena hakim tidak
ada dalam kerapatan adat nagari tarok. Setelah mendengarkan
keterangan-keterangan para saksi dan mintala k(sepadan), solusi
perdamaian diberikan. Jika para pihak tidak menerima solusi
tersebut, mereka dipersilakan untuk melanjutkan kePengadilan

Negeri.(R.Yozerizal Dt.SatiNan Bakarih Ameh, 2023).
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4.3.4 Nagari Piladang, Kecamatan Akabiluru Batu Ampa, Kabupaten
Limapuluh Kota

Di Nagari Piladang, untuk menyelesaikan masalah adat,
termasuk sengketa pusako tinggi, kami menggunakan lareh bodi
caniago dengan istilah "mambasuik dari bumi" (keluar dari bumi),
di mana penyelesaian masalah dilakukan dari bawah ke atas
secara musyawarah. Metode ini telah ada sejak zaman
Pagaruyuang oleh Datuk Perpatiah Nan Sabatang, yang berasal
darirakyat biasa, sehingga ia menyelesaikan masalah dengan cara
musyawarah. Perbedaan lain dari lareh bodi caniago adalah balai
adatnya yang datar, berbeda dengan koto piliang yang bertingkat.

Lareh bodi caniago ini ju emiliki datuak pucuk yang

menyelesaikan mas
tagerai", yang artiny

karena punah atau ada

Lareh |Bo&y tAlided/| iedVelghdikad masalah secara
musyawarah dan  mufpkét [ Jdedgahs sidang  vyang  terbuka.
Sebaliknya, Lareh Koto piliang dipimpin oleh datuk pucuak yang
memiliki otoritas absolut dengan istilah "manitiak dari ateh", yang
berarti putusan datuk pucuak tidak dapat dibantah. Dalam
penyelesaian sengketa pusako tinggi,masalah pertama Kkali
diselesaikan olehdatuk suku yang memiliki hubungan terdekat
dengan perkara yang terjadi. Selanjutnya, masalah diteruskan
keniniak mamak sasuduik (sesudut). Setiap daerah memiliki ciri
khas masing-masing. Di Nagari Koto Tangah Piladang,
Kabupaten Batu Ampa, misalnya, menggunakan sudut yang tujuh
atau sembilan, yang berarti niniak mamak dari tujuh atau
sembilan suku yang ada di Nagari Batu Ampa. Apabila

penyelesaian tidak tercapai, masalah dikembalikan kedatuk dari
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empat suku yang ada di Nagari Koto Tangah. Jika sengketa tetap
tidak terselesaikan, perkara dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari
(Zulfitra Dt Majo Nan Putiah, 2023)

Nagari Sungayang KabupatenTanah Datar

Di NagariTanjung, penyelesaian sengketa dilakukan

dengan prinsip bajanjang turun batanggo naik (dari bawah keatas).

Artinya,masalah pertama-tama diselesaikan  ditingkat kaum
melalui  musyawarah  bersama  pangulu-pangulu  adat
Bodicaniago. Di Nagari Tanjung, sistem yang digunakan adalah
larehBodi caniago. Para pemangku adat Bodi caniago
bermusyawarah jika terjadi persoalan apapun di nagari, tidak

hanya terkait sengketa puSWi. Jika masalah tidak dapat
dat

diselesaikan oleh p

putusan diambil be

sistem lareh Bodi ca njung ditandai dengan

st e TR FREARS BENJOL
Pelaksanaan bdpAfljdng) hails batanggo turun dalam

penyelesaian  masalah  adat,termasuk  sengketa  pusako
tinggi,dimulai dari kaum itu sendiri dan kemudian dibawa ke
datuk dari empat suku:suku Koto,suku Piliang,sukuBodi,dan
suku Caniago. Keempat datuk ini bermusyawarah untuk
menyelesaikan  sengketa yang terjadi. Apabila tidak
terselesaikan, masalah tersebut dibawa ke balai adat, tepatnya di
Kerapatan Adat Nagari, di mana musyawarah lebih lanjut
dilakukan. Kesimpulan diambil setelah semua pihak, termasuk
yang sepadan dan saksi- saksi, didengar dalam penyelesaian
sengketa atau masalah adat lainnya. Jika terjadi masalah
sengketa pusako tinggi yang melibat kan salah seorang dari

kaum datuk empat suku, maka akan digantikan oleh yang lain
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untuk menghindari keberpihakan. Apabila penyelesaian tidak
dapat dilaksanakan, masalah akan dilanjutkan ke Kerapatan

Adat Nagari.

43.6  Nagari Koto nan Gadang,Kecamatan Payakumbuh Utara

Penyelesaian sengketa pusako tinggi atau tanah ulaya
tdiKoto Nan Gadang dilakukan melalui prosesbari tangguak
adat,yang artinya masalah diselesaikan terlebih dahulu oleh suku
atau kaum yang bermasalah. Jika tidak terselesaikan, barulah
dibawa ketingkat yang lebih tinggi sesuai prinsip mambusuik dari
bumi. Setiap masalah diselesaikan oleh datuk empat jinih, yaitu
pangulu, monti, dubalang, dan malin. Pangulu adalah pimpinan

dari suku yang disebut Paan, Monti adalah asisten atau

pembantu pangulu petugas administrasi

sengketa dan menya kesimpulan, Dubalang

adalah pem oulu dibidang

keamanan,seda a alam agama yang
bertanggung Jangjﬁilgﬁ%%%%%ﬁiﬁgaksanam bidang

keagamaan.

Apabila persoalan adat tidak dapat diselesaikan, kemudian
dilanjutkan ke Balai Adat. Jika persoalan masih belum
terselesaikan, disidangkan di Kerapatan Adat Nagari dengan
Hakim Perdamaian Adat, di hadapan para pihak dan sepadan, atau
ada saksi-saksi lainyang menguatkan keterangan dalam sengketa
yang terjadi. Para hakim perdamaian ini terdiri dari orang-orang
yang memahami hukum adat, hukum positif, dan hukum agama,

walaupun tidak semua menyandang gelar pangulu.

Hukum agama, yang mencakup hukum faraid mengenai
pembagian harta pusaka sesuai dengan hukum fikih, dan hukum

positif yang mencakup mediasi dan negosiasi sesuai dengan



undang-undang yang berlaku dalam hukum pemerintahan,bekerja
bersama dengan hukum adat yang dipahami oleh paraniniak
mamak yang menyandang sako dan pusako serta telah dilewakan
dan ditunjuk dalam penyelesaian secara adat salingka nagari.
Hakim perdamaian dalam Balai Adat Kerapatan Adat Nagari
Koto Nan Gadang tidak dapat memutuskan tetapi hanya
menyimpulkan hasil sidang. Namun, bila para pihak tidak
menerima  kesimpulan tersebut, maka dianjurkan untuk
melanjutkannya di pengadilan negeri Proses penyelesaian yang
dimulai dari bawah atau mambasuik dari bumi, yang berarti dari
bawah ke atas, menggunakan sistem lareh bodi caniago (Ustad

Alhadi Hamid, 2023).

il

4.3.7 Nagari Suayan Ke.ca__r_natzilfl;'xiiaﬁiliru; Batu Ampa, Kabupaten

Limapuluh Kota ) II.-
lr'iy"elesaian sengketa adat

Dalam adat Is.é.l

baik secara soko dan 'pt.l"éhak agiﬁ’rﬁ-'!Pauh Sangik dilakukan

dengan prinsip Bahjéujanghaik bataioep fiurin | Proses ini dimulai
dengan penyelesaian di [#gkdtfefnpht suku, karena suku yang

paling mengetahui asal usul dan keturunan sesuai dengan
strukturnya.Apabila tidak selesai ditingkat ini,masalah diajukan
secara tertulis ke Kerapatan Nagari, yang kemudian dibahas di
balai adat. Di balai adat, dibentuk tim dari pangulu-pangulu suku
yang disebut Datuk Empat Jinih. Lareh yang digunakan di Nagari
Pauh Sangik adalah kombinasi dari lareh kotopiliang dan lareh
bodicaniago, yang dikenal sebagai "pisang sikalek-kalek utan".
Maksudnya,penyelesaian masalah baik soko maupun pusako
dilakukan dalam kaum melalui musyawarah dan mufakat dengan
pemerintahan yang bersifat up-down. Jika tidak tuntas, masalah
tersebut dibawa ke balai adat atau Kerapatan Adat Nagari Pauh
Sangik.
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Di balai adat masalah ini diputuskan oleh Ketua KAN
secara sepihak setelah mendengar keterangan dari para pihak
yang Dbersengketa, objek sengketa, dan saksi-saksi yang
dihadirkan dalam sidang. Kesimpulan diambil dari prinsip
manitiak dari ateh ke bawah atau secara top- down.
Namun,kadang-kadang kesimpulan ini tidak sesuai dengan
keinginan para pihak, sehingga masalah tersebut dilanjutkan ke

pengadilan negeri.

Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima puluh Kota

Nagari Suliki, Pandam Gadang, dan Nagari Kurai yang
berada di Kecamatan Suliki,Kabupaten 50 Kota atau Luak Nan

Bungsu memiliki suatu kelar dalam menyelesaikan sengketa

pusako tinggi atau p
Kelarasan ini dinamal ctangkai, karena ketiga

nagari tersebut memi

dulunya berasallilal‘rﬁuz]ﬂmAﬁaﬁﬂ. %aﬁmeﬁ/ilesaikan masalah-

masalah yang terjadi, na@ﬁﬁ%‘rwﬁmenggunakan pendekatan

kolektif, di mana jika salah satu kaum di nagari mengalami

sional yang kuat dan

kesulitan atau hampir punah, kaum laindari ketiga nagari tersebut
akan saling membantu. Hal ini terjadi karena asal-usul mereka
yang sama dari Luak Agam, yang memperkuat solidaritas dan
rasa kebersamaan di antara mereka.Di ketiga nagari
tersebut,struktur adat yang disebut lantak yang salapan atau
delapan ke empat suku terdiri dari 149 ninik mamak dan satu rajo.
Dari delapan ampek suku tersebut, tiga berada di Nagari Kurai,
tiga di Nagari Pandam Gadang, dan dua di Nagari Suliki. Apabila
persoalan adat tidak dapat diselesaikan di Kerapatan Adat
Nagari,maka masalah tersebut dibawa ke kelarasan bunga

setangkai yang memiliki balai adat sendiri. Di kelarasan ini,
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sengketa adat diselesaikan melalui kesepakatan yang tidak
bersifat finaltetapi sering kali dapat menyelesaikan masalah.
Namun, jika para pihak tidak menerima hasil dari penyelesaian di
balai adat bunga setangkai, yang hanya memberikan kesimpulan
tanpa keputusan final, mereka memiliki opsi untuk melanjutkan

perkara ke pengadilan (Khairul Apit, 2024),

186

Peran Ninak Mamak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusako Tinggi

Niniak mamak berperan penting dalam masyarakat adat
sebagai penyelesai sengketa-sengketa adat, baik dalam suku,
kaum, maupun nagari. Mereka bertugas "manyalasaikan nan
kusuik manjaniahkan nan karuah," yaitu menyelesaikan masalah

yang kusut dan menj ernihkeilﬁ]eruh. Peran dan fungsi niniak
. e ;

mamakdi setiap nag

" an sokoyang mereka

sandang dalam men ngketa adat atau harta

pusako. Sebagaimana

pertama yang dLEji ﬁaﬁl rdf?i(f‘qeléoﬁﬁaj E]J t komunitas orang

Minangkabau adalah mﬁ;ﬁ em\élan berkembang ke atas

mmad Hasbi, lembaga

kepada penghulu, hingga berpucuk pada kerapatan adat yaitu
Kerapatan Adat Nagari(KAN). Kewajiban, kewenangan, dan
peranan dalam pengelolaan tanah ulayat nagari merupakan hak
dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dalam
penelitian ini, beberapa responden memberikan tanggapan tentang
peran niniak dalam bernagari, menggaris bawahi betapa
pentingnya mereka dalam menjaga dan mengelola adat serta
menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul.

Persoalan yang kita hadapi dimana peran dan fungsi niniak
mamak ini tidak bisa ~memutuskan suatu perkara sengeketa
pusako tinggi, yang berhubungan dengan hukum positif,karena

tidak diakui oleh undang-undang, kecuali adanya musyawarah



dan mufakat tentang masalah perbuatan anak keponakan
diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,bahwan sebagian
niniak mamak yang telah dilewakan atau di perhelatan secara adat
tidak mempunyai sumber daya manusia tentang penyelesaian
perkara-perkara adat, di angkat jadi pangulu adat karena menurut
garis keturunan  ibu  ( materineal ).Polemik ini tidak
berkesudahan , jika tidak ada pengulu dalam kaumnya, juga
masalah , Tanah pusako tingginya bisa dirampas atau digugat
pihak lain, padahal secara hukum adat ataupun hukum positif
pusako milik suatu kaum, pasti ada pangulunya atau mamak
kepala warisnya kadang talipek atau tabanam , dikarena tidak ada
nya anggota laki-laki dalam kaum yang pantas menjadi pangulu

adat atau memang turunannya belum ada anggota laki-laki yang

berhak untuk menggantikan adat sebelumnya yang telah

wafat . Namun kada ki yang ada makanya
kadang syarat belum Jjuga seperti umutnya

masih kecil atau seben apa itu peran dan fungsi

pangulu, oleh sgbiabivitu pérkardpetkarg hdat plang ada pun tidak
bisa diselesaikan secara [ddad Jdajfg artian kemampun pangulu
tidak sempurna dalam penyelesaaian sengketa pusako tinggi,
karena adat salingka nagari di minangkabau ini oleh sebab itu
peran niniak mamak pun beda warna . Sumber daya manusia
para pangulu adat bila dilihat dari cara penyelesaian sengketa adat
yang terjadi kadang tidak memahami peran dan fungsinya, hal ini

kadang juga menjadi pemicu permasalahan tidak pernah selesai.
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4.4.1 Nagari Tanjung Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah

Datar

Penghulu memegang peranan penting dalam adat Minangkabau

sejak dahulu hingga sekarang, mulai dari zaman Datuak Perpatih



Nan Sabatang dan Datuak Ketumanggungan. Sejak zaman
itu,penghulu telah dianggap sebagai pemimpin dalam kaumnya
yang selalu berusaha melindungi kepentingan anak kemenakan
dan masyarakatnya. Sebagai sosok yang dihormati,penghulu tidak
hanya bertanggung jawab dalam hal kepemimpinan, tetapi juga
dalam menjaga adat dan tradisi yang telah diwariskan dari

generasi ke generasi.
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4.4.2  Nagari Koto Tangah Piladang Kecamatan Akabiluru Batu

Ampa Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak Mama kterdiri dari beberapa unsur dalam

masyarakat adat Minangkabauyyaitu para penghulu atau datuk

dari setiap suku. PertamWang berasal dari kalangan
intelektua I(cerdik p i dua, Ml 1 kalangan alim ulama,

dan ketiga, Dubalan njaga keamanan dan

keselamatan warga.

sebagai Tungku 6 1ﬁQJ S]a aﬂ‘?i%aril %baﬁ Jlﬁ}(tmasukkan unsure

penghulu, maka disebut ﬁﬂaﬁh qrt;/%mpek Jinth(unsur empat

penghulu itu disebut

jenis). Keberadaan Niniak Mamak ini menjadi pilar penting
dalam menjaga adat dan menyelesaikan berbagai sengketa yang
terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, memastikan bahwa
setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat sesuai
dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Niniak Mamak terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat
Minangkabau,yaitu para penghulu atau datuk dari setiap suku.
Pertama,Manti yang berasal dari kalangan intelektual(cerdik
pandai), kedua, Malin dari kalangan alim wulama, dan
ketiga,Dubalang yang bertugas menjaga keamanan dan
keselamatan warga. Unsur-unsur selain penghulu itu disebut

sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur
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penghulu, maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (unsur empat
jenis). Keberadaan Niniak Mamak ini menjadi pilar penting
dalam menjaga adat dan menyelesaikan berbagai sengketa yang
terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, memastikan bahwa
setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat sesuai

dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.

4.4.3 Nagari Simpang Tigo Pasaman Kabupaten Pasaman

Seorang penghulu memiliki peran yang sangat penting
dalam mendidik anak kemenakannya dalam kaumnya agar hidup
mereka terarah. Dalam adat, seorang penghulu dianalogikan
dengan pepatah adat yang menggambarkan betapa besar tanggung
jawab dan peranannya dala ,JQ membimbing dan menjaga
kesejahteraan se;nt;a Wehaﬁnjomsan; kaumnya.Sebagai
pemimpin,penghulu 'tlld Ih.anya-—]m Jﬁqlll teladan dalam hal

perilaku dan moral, t t&

, s':?' sebagai pelindung dan

penuntun bagi anak kemenakdfinya, memastikan bahwa setiap
langkah yang '@H:%J r'éjéiﬂéhré'g [élk%gi'l ‘-Jrg-aali—nilai adat yang
dijunjung tinggi dalam n’lg&égéﬁ lk’h‘:r‘éngkabau.

“Hari paneh tampek balinduang,hari hujan tampek bataduah,kapai
tampek atanyo, kapulang tampek babarito, kusuik nan
kamanyalasaikan, kok karuah nan kamanjaniahkan, hilang nan
kamancari,tabanamnan kamanyalami, tarapuangnan
kamambangkik, singkek nan kamauleh, senteng nan kamambilah
sagalo hal”. Penghulu adalah seorang yang berperan
penting dalam menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang
terjadi antara anak kemenakannya dan kaumnya. Dalam setiap
permasalahan yang dihadapi oleh anak kemenakan dan
kaumnya,penghulu  bertanggung jawab untuk mencari jalan

keluar yang terbaik. Oleh karena itu,penghulu memiliki tugas dan



tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan peran
kepenghuluannya, memastikan setiap masalah diselesaikan
dengan bijaksana dan adil, serta menjaga keharmonisan dan

kesejahteraan dalam kaumnya.

4.4.4 Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Batu Ampa
Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak mamak, sebagai Pangulu adat yang didahulukan
selangkah dan dituokan serantiang, adalah figur yang sangat
dihormati dalam adat. Peran mereka sangat penting dalam
menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam kaumnya.
Sebagai orang yang dituakan, niniak mamak memegang otoritas
dan tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan dan
keadilan di tengah masyarﬁt Minangkabau, memastikan
setiap sengketa disel na dan sesuai dengan

nilai-nilai adat yan Pangulu adat sangat

disegani dalam kaumn masyarakat adat dalam

lingkungannya. [JIN |[MAM BONJOL
PADANG
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445 Nagari Padang Tarok Kecamatan Padang Tarok Kabupaten

Agam

Kewenangan niniak mamak dalam memutuskan suatu
masalah adat dalam masyarakat adat sangat diakui oleh
pemerintah, terutama dalam menyelesaikan masalah pusako
tinggi dalam kaumnya.Peran ini menunjukkan betapa pentingnya
posisi niniak mamak dalam menjaga dan menerapkan hukum adat,
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya
sesuai dengan tradisi tetapi juga dihormati oleh semua pihak,

termasuk pemerintah.
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4.4.6 Nagari Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh

Niniak mamak, dalam peranannya sebagai orang yang
dituakan, memiliki perkataan dan perbuatan yang dianggap benar
dan selalu berpedoman pada Al- Qur'an. Oleh karena itu, peranan
niniak mamak dalam adat sangat penting dijadikan teladan bagi
anak kemenakannya, menunjukkan kebijaksanaan dan kebenaran

yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat.

4.4.TNagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten

Limapuluh Kota

bertanggung jawab

pusako atau sengketa
adat yang terdiri dari

berbagai unsur.Unsur-unsur terS€but meliputi alim jo pandito,rajo
jo pangulu,monM ! j%l JJ&@&E}'&U&Q@ JA t:;;)';J-lﬁxglima,codiak tau
pandai, dan tua baraka. %%Qﬂh%g, utusan dari datuk suku

dibentuk menjadi kesatuan yang disebut tungku tigo sajarangan,
yang terdiri dari niniak mamak,alim ulama, dan cerdik pandai.
Dengan demikian, bukan hanya niniak mamak yang berperan,
tetapi juga mampu merangkul unsur- unsur lain untuk mencapai
mufakat dalam menyelesaikan perkara sengketa pusako tinggi,

yang tergabung dalam Limbago Adat Gantang 40.

44.8 Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota

Niniak mamak dalam kaum tidak bisa memutuskan suatu
persoalan adat secara sepihak, melainkan dibawa ke limbago adat

yang disebut kelarasan bungo setangkai. Kewenangan adat adalah
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suatu aturan adat yang berbeda- beda di tiap nagari, meskipun
tetap satu kesatuan dalam aturan hukum adat dalam masyarakat
adat Minangkabau.Sengketa pusako tinggi ini sudah jelas bahwa
niniak mamak lebihpaham cara menyelesaikannya.Namun karena
adanya sistem kelarasan yang ada, tidak menjadikan objek
perkara bisa diputuskan secara adil menurut para pihak.
Kewenangan niniak mamak serta fungsinya dalam perkara ini
tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang tanah
ulayat. Akhirnya, perkara sengketa ini dilanjutkan ke pengadilan
negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Pola Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi

Menurut adat gMi abau, apabila terjadi suatu

sengketa dalam suat im adat, penyelesaian

dilakukan oleh kepal tersebut. Jika putusan

tersebut tidak memu

diselesaikan di tijlrlm %F'ff%ﬁﬁl %dlaj Majaﬁ (LKAN) di wilayah

yang bersangkutan. Pe@yﬁlﬁﬁm @:ngketa secara informal

merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh

pithak, maka perkara

masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagari Bab IV Pasal 15 Ayat (3), yang
menyatakan bahwa Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas
untuk menangani sengketa adat dalam nagari sesuai ketentuan

yang berlaku.

Menyelesaikan sengketa sako dan pusako dilakukan secara
bajanjang naiak batanggo turun, melalui proses perdamaian yang
melibatkan semua pihak terkait. Penyelesaian perkara perdata
adat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan hasil

sidang Kerapatan Adat Nagari yang menghasilkan kato putuih
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sebagai pedoman bagi lembaga peradilan. Selain itu, Kerapatan
Adat Nagari juga berwenang memberikan sanksi adat kepada
anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, sesuai dengan

ketentuan adat salingka nagari.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan
para responden, pola penyelesaian sengketa di setiap nagari
berbeda-beda sesuai dengan sistem yang dianut atau berdasarkan
adat salingka nagari yang berlaku di masing-masing wilayah. Pola
penyelesaian sengketa yang terjadi adalah cara yang telah ada
sejak zaman dulunya tidak bisa dirobah yang membedakannya
tiap nagari adalah adanya adat salingka nagari,namun tujuannya
satu untuk mencapai musyawarh dan mufakat dan atau mengikuti
yang ditua kan, yang mana_putusannya berlaku dan tidak
dibantahkan , hal ini erlakmh pasaman yang mempunyai

Rajo Adat.

4.5.1 Nagaridlflﬁaffﬁq%ﬁﬁbgﬁemrﬂaﬁt Datar
Penyelesaian sonighdtd foliddld tinggi di Minangkabau

dilakukan dengan pendekatan bajanjang naik batanggo turun.
Proses ini dimulai dari dalam kaum yang bersengketa, kemudian
diajukan kepada datuk ampek suku untuk dimusyawarahkan. Jika
belum mencapai kesepakatan, sengketa tersebut dilanjutkan ke
datuk pucuak, dan akhirnya disidangkan di balai adat nagari.
Seluruh penghulu suku yang ada di Nagari Tanjung Sungayang

akan dihadirkan dalam sidang tersebut.

Dalam adat Minangkabau, penyelesaian sengketa dilakukan
dengan istilah pepatah Minang Bajanjang Naiak, Batanggo
Turun.Bajanjang naiak berarti setiap persengketaan perlu
diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih

dahulu.Sebagai contohdari tingkat rumah,sengketa diselesaikan
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oleh mamak rumah. Apabila tidak terselesaikan, maka dilanjutkan
ke penghulu paruik dalam persukuan.Jika masih belum
terselesaikan,sengketa  pusako tinggi tersebut kemudian

dilanjutkan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa menggunakan sistem kelarasan Bodi
Caniago dengan istilah mambasuik dari bumi(keluar dari bumi),
yang artinya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah
secara terbuka dan dimulaidari bawah ke atas, atau bajanjang naik
batanggo turun. Sistem ini sudah ada sejak zaman Pagaruyuang
oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Ciri khas yang menandai sistem
lareh bodi caniago adalah mode rumah gadangnya yang datar saja,

berbeda dengan koto piliang yang bertingkat.

Sistem Bodi Caniago memiliki ak pucuk yang dikenal dengan

istilah pucuak tager ak pucuk bisa beralih

karena punah atau ad yang berat.Sedangkan
dalam larch Koto Pili

manitiak dari aﬂjfﬁf% ljlﬁzr&rﬂ prguﬁ?\ldjrb(ttuak pucuk tidak

bisa dibantahkan. Sistemldﬂeh ﬁ(ﬁ? éiliang ini sudah ada sejak

erkuasa dengan istilah

zaman Pagaruyuang oleh Datuk Ketemanggungan, karena beliau
keturunan raja-raja,sehingga putusan raja tidak bisa dibantahkan.
Sidang dalam lareh Koto Piliang dilakukan secara tertutup. Kedua
sistem ini Bodi Caniago dan Koto Piliang, ada yang
menggunakannya secara bersamaan dan ada yang tidak sama
sekali. Istilah di Minangkabau menyebut nya isi pisang sikalek-
kalek utan, karena keduanya tidak ada manfaat atau keduanya
bermanfaat dalam penyelesaian sengketa adat. Sistem ini
digunakan oleh orang rantau, selain luhak nan tigo, namun ada
juga yang menggunakan keduanya karena pengaruh suku yang
ada di dalam nagari tersebut, seperti di Nagari Kurai Bukittinggi,

yang memiliki Bodi Caniago dan Koto Pilian
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4.5.2 Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh
Pengakuan putusan hukum adat tentang sengketa pusako
tinggi dalam sidang di pengadilan negeri melibatkan adanya
peradilan adat dengan putusan hakim perdamaian yang dikenal
dengan istilah manitiak dari ateh ke bawah(dari atas ke bawah),
yang didasarkan pada putusan pucuk adat. Kerjasama dengan
pemerintah sangat penting karena putusan sidang adat diakui oleh
pemerintah (Ustad Alhadi Hamid, 2024). Teknik penyelesaian
sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau
menggunakan asas bajanjang naiak batanggo turun, yang dimulai

dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh bakaum (musyawarah

antara kaum) sampai ke tingkat yangiebih tinggi.
Sebelum 18] h gonan  atau  pendaftaran

(KAN), kedua belah

masalah kepada Ke

pthak terlebih dahul

dalam istilah 1&]1% ﬁﬁcfb\L?ﬂSE?%aN :Fﬁigugat" kemudian

diminta untuk menyera%lfﬁlﬁﬁlw @enda yang biasa disebut

erkumpul. Pihak yang

sebagai "tando".Tando ini dibedakan atas dua jenis.Pertama,untuk
harta pusako tinggi"sako" atau gelar kebesaran, tando berupa
keris yang  merupakan lambang  kebesaran  seorang
datuk.Kedua,untuk harta pusako tinggi yangberupa "pusako" atau
harta benda seperti tanah, rumah, dan harta lainnya, tando berupa

"gelang".

Tanda yang diserahkan merupakan simbol atau itikad
kesungguhan dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Dengan kata lain,tando adalah jaminan dari
pihak yang bersengketa bahwa persengketaan diharapkan akan
diselesaikan dengansebenar-benarnya.  Setelah  tando

diserahkan,ketua Kerapatan Adat Nagari(KAN) mengadakan
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pertemuan dengan anggota KAN untuk menentukan hari serta
tanggal musyawarah sengketa tersebut. Apabila keseluruhan
proses penyelesaian sengketa pusako tinggi .KAN telah tercapai,
pihak yang kalah kemudian akan menggantikan dengan sejumlah
uang yang ditetapkan oleh ketua KAN sebagai biaya perkara di
KAN tersebut. Setelah terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN),
proses selanjutnya melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama,
KAN akan memanggil mamak atau penghulu dari kedua belah
pihak untuk dimintai keterangan mengenai sejauh mana
penyelesaian telah dilakukan dan apa hasil yang diperoleh dari

proses tersebut.

Selanjutnya, penggugat akan dipanggil untuk
memberikan keterangan tentang, sengketa yang terjadi, dan KAN

akan mengambil p@mgpc_)ld_'pent!ﬁg_fijﬂf keterangan tersebut.

Tergugat juga akan d-lﬁa““éﬁ untulglpl'"ﬁ-}'h"erikan keterangan, dan

KAN akan mencatat

e -

=PDOI1IL

Td
I ang relevan. Berdasarkan
K 225

keterangan dari pihak t"pfenggu t, KAN akan mengambil suatu

kesimpulan selkélltg'lla.l rﬂé?%{i{ua&% &MNJ (auan mendengarkan
keterangan saksi- saksE%Qg& I.aﬁeq‘j}lkan oleh kedua belah

pihak.Setelah semua keterangan diperoleh, KAN akan memanggil
kedua belah pihak pada hari yang sama tetapi pada jam yang
berbeda untuk menghindari keributan. Di akhir pertemuan, KAN
akan memberikan kebijakan dan keputusan mengenai sengketa
tersebut, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan

sesuai dengan adat yang berlaku.

Untuk pelaksanaan hasil keputusan yang dikeluarkan
oleh Kerapatan Adat Nagari, ditetapkan beberapa aturan sebagai
berikut. Pertama, semua keputusan yang telah disepakati wajib
dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.Pelaksanaan

keputusan terkait suatu perkara atau sengketa adat, baik sako
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maupun pusako, disampaikan kepada kedua belah pihak dalam
pertemuan khusus .Apabila keputusan tersebut tidak diterima oleh
salah satu atau kedua pihak, mereka diberi hak jawab atau
banding selama 15 hari sejak keputusan disampaikan atau
diputuskan. Jika terdapat kesepakatan melalui musyawarah
mufakat, kedua belah pihak wajib menandatangani hasilnya dan
melaksanakan bersama-sama. Selain itu, tembusan hasil
kesepakatan tersebut harus diberikan kepada semua anggota
Kerapatan Adat Nagari sebagai pedoman untuk masa-masa
selanjutnya. Jika terjadi pelanggaran atas keputusan yang telah
disepakati, pihak yang melanggar akan dikenakan denda sesuai
dengan keputusan yang telah dibicarakan secara khusus sebelum
keputusan itu diambil. chutusan tertinggl mengenai sako dan
harta pusako diambil dalapra’ rapﬁbH khu%us yang dipimpin oleh
Karapatan Adat Nagara-dm' nva unsul perdamaian adat
berpedoman pada pT:; l-%lla para pihak tidak
menerima putusan k i B.;;tg‘lari,maka diperbolehkan

melanjutkan ke pehpadilan fdelriaréuy pltdsan dalam hukum
adat belum bisa mengeksekilsi putilsdf adat.

4.5.3Nagari Tarok Kabupaten Agam

Penyelesaian perkara adat di Minangkabau nampak lebih
efektif diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa adat
karena hubungan kekerabatan dalam kaum dan suku sangat erat.
Pernyataan 1ini diperkuat dengan jarangnya sengketa adat
diselesaikan oleh pengadilan negeri di Sumatera Barat, bahkan
ada perkara adat tanah ulayat yang telah diputuskan oleh
Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan tetap
diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).Teknik
penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di

Minangkabau denganasas bajanjang naiak batanggo



turun dimulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh
Bakaum (musyawarah antara kaum) sampai ke tingkat yang lebih
tinggi Oleh karena itu, sangat penting untuk menganggap hukum
adat sebagai bagian integral dan independen dari hukum kita, dan
tunduk pada konstitusi. Untuk mendukung hal ini, konstitusi
menetapkan bahwa pengadilan harus menerapkan hukum adat
dengan demikian, mendukung penerapan hukum adat sebagai
sistem hukum yang independen. Jika ada sengketa
antaramasyarakat adat, lembaga penyelesaian sengketa adat atau
lebih dikenal pengadilan adat sebagai lembaga utama yang dituju

untuk mencari keadilan.,

Hukum adat adalah hukum Yang tidak tertulis untuk bisa
menyelesaiakn persoalan -adat, kecuali dengan cara adanya
mediasi dan negosiasi. Smna ainik mamak sebagai
n- .-.-HT argal peranan Niniak
08 13 w pck jinih,yang terditi dari
pangulu, dubalang, monti dan Malin yang merupakan datuk yang

menyelesaikan thadaMnl LA BRCIN G datuk ampek jinih

yakni pangulu, dubalang!:I r&%ﬁlﬁhgﬁ g’alin) (sutan bakarih ameh
2024)

pemutus dalam pers

mamak, dimulai den

4.5.4  Nagari Suayan Akabiluru Batu Ampa Kabupaten L
Limapuluh Kota

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dimulai dari
tingkat kampung dankemudian dilanjutkan ke tingkat nagari.
Proses batanggo turun berarti hasil penyelesaian sengketa pada

masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak
yang bersengketa, sebab yang menyelesaikan adalah  orang-
orangyang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak

yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Dalam hal terjadi
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sengketa dalam keluarga, penyelesaian dimulai oleh mamak yang
ada dalam keluarga. Jika tidak selesai pada tingkat keluarga,
maka masalah diselesaikan oleh penghulu paruik dalam
persekutuan. Apabila belum juga selesai, sengketa dilanjutkan ke

Kerapatan Adat Nagari (KAN).

“Mediasai dan negosiasi adalah cara efektif dalam pemyelesaian
sengketa pusako tinggi seperti adanya musyawarah dan mufakat
karena cara non litigasi lebih berarti karena hubungan
kekerabatan akan lebih kuat bila dibandingkan penyelesaian

diselesaikan secara litigasi” (Zulhikmi Datuk suaro 2024).

4.5.5 Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh

Kota j”‘

=
I" - - Ty
i

Scbagjalmana. d-l,kctahui—selaamp 'ini masyarakat telah

mengenal adanya penyel dengan cara perdamaian,

baik melalui musyawam}f da <ét, ‘maupun melalui berbagai

lembaga adat yang ditetupul] sespaihjdégdan kelaziman dan
kebiasaan hukum adat feéftchbuy i‘s;l{a__'gai traditional law. Cara
penyelesaian sengketa adat di Indonesia bervariasi bentuknya
menurut konteks situasi lokal. Situasi ini lazim dikenal sebagai
pemberlakuan asas reception in complex, yakni penerapan
hukum adat yang meresepsi hukum agamayang dianut,atau
penerapan hukum agama yang sekaligu smenjadi aturan hukum

adat.

Setiap komunitas adat memiliki pendekatan dan mekanisme
penyelesaian sengketa yang khas,mencerminkan nilai-nilai dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun terdapat keragaman dalam cara
penyelesaian sengketa, prinsip dasar musyawarah dan mufakat

tetap menjadi landasan utama. Melalui mekanisme



ini,setiap permasalahan diselesaikan dengan melibatkan
para tokoh adat dan masyarakat setempat, yang memiliki
pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan hukum adat
yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa penyelesaian
sengketa pusako tinggii tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga
sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi
oleh masyarakat adat. Penyelesaian sengketa pusako tinggi tentu
melibatkan banyak pihak selain para pihak tentu kaum dalam
sukunya, serta pangulu adat, sepadan tanahm dan pihak nagari
yang akan mengetahui secara hukum dalm pemerintahan, karena
persoalan adat berada dalam lingkungan pemerintahan jelasnya
tidak keluar hukum positif, serta peran tokoh- tokoh
masyarakat .Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi
sebagai alat penyeleqznan Tengké’ta. tetap1 juga sebagai sarana
untuk menjaga kehal‘momsaﬁ—dana .-.keselmbangan dalam

masyarakat. Sebagalrﬁz\b
Nan Kuniang bahwa : r
“Pola penyclebaiant bl Ephdie Bihooi  tidak  bisa
diselesaikan dengan hﬁ(%hp %‘Mpenyelesaiamnya dengan

sistem tetap bajanjang naik batanggo turun diselesaikan dengan

ke}"n Syaiful Datuk Bosa

niniak mamak kaum dulu, bila tidakselesai dikembalikan
kesukunya, bila tidak juga maka dilanjutkan ke penyelesaian di
niniak mamak limbago yang berjumlah 15 orang , bila tidak juga
selesai naiklah kelimbago tertinggi nagari yaitu Limbago gontang

40” (Syaiful Datuk Bosa Nan kuniang 2024).

4.5.6 Nagari Pandam Gadang Kecamatan Suliki Kabupaten
Limapuluh Kota

Dalam banyak kasus di daerah pedalaman yang masih

memegang teguh hukum adat, penyelesaian sengketa adat
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seringkali terbukti sangat efektif. Penyelesaian ini tidak hanya
memberikan kepastian hukum tetapi juga mengandung unsur
dasar rekonsiliasi, karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan
(win-win solution). Sayangnya, solusi rekonsiliatif dalam hukum
adat melalui lembaga adat sering kali terancam hilang ditelan
zaman. Hal ini disayangkan,terutama karena hukum adat
seringkali mengandung kearifan lokal yang unik dan bernilai
tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui
musyawarah dan mufakat di lembaga adat sangatlah penting.
Pentingnya keberadaan legal standing putusan Kerapatan Adat
Nagari atau limbago adat sebagai putusan hukum adat yang
mengikat secara tertulis, yang memiliki korelasi dengan hukum
positif atau perundang- undangan tentang kepemilikan harta
bersama(komunal), tldak blala‘ drabalkan Penyele saian sengketa

i
pusako tinggi baik meIa-]m:h-t-gg&S_T‘_ma‘tlI?un non-litigasi sangat
|

memerlukan pengak \\ai<
penting dalam menye o
penyelesaian sdnplefa | pisaKy| Gigsipaldm| masyarakat adat
Minangkabau.Legal stanfing [difid¥ @amak memastikan bahwa

a ."I adat memiliki peran

salﬁ?\--‘ladat, khususnya dalam

putusan adat dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak,
memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-
norma adat, sekaligus harmonis dengan sistem hukum nasional,
sebagaimana yang dikatakan Khairul Apit bahwa“Apabila
persoalan adat yang tidak selesai dikerapatanadat nagari, maka
dibawa ke kelarasan bungo setangkai yang juga memunyai balai
ada di kelarasan ini diselesaikan sengketa adat yang terjadi,hasil
dari kesepakatan tidak merupakan suatu keputusan,tapi bisa
kadangkalai dituntaskan hasil dari kesepakatan tidak merupakan
suatu keputusan,tapi bisa kadangkalai dituntaskan,namun bila
para pihak tidak menerima hasil dari cara penyelesaian di balai

adatbungo setangkai yang juga tidak memutuskan namun hanya
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memberikan kesimpulan, (khairul apit 2024).

4.5.7 Nagari Simpang Tigo Pasaman

Penyelesaian sengketa adat di Minangkabau, karena adat
salingka nagari, secara umum dilakukan dengan musyawarah dan
mufakat, mulai dari bawah,dari datuk pucuk suku 4 jinih, yang
dimaksud adalah kepala-kepala suku yang disebut pangulu.
Apabila masalah sengketa tidak selesai, maka sengketa dibawa ke
kaum para pihak yang bersengketa dengan niniak mamak yang
dituakan. Jika tidak juga tuntas, sengketa dibawa keKerapatan
Adat Nagari. Namun, sering juga para pihak tidak menerima

kesimpulan dariKerapatan Adat dan melanjutkan ke Pengadilan.

Penyelesaian senglﬁbagian daerah yang di rantau,
seperti Pesisir Selat laRlikan tilah "pisang sikalek-

kalek utan", dalam ar

cara musyawarah atau

datuk pucuk vyang

kepemilikan objd<| mnfrﬁﬁ%eﬁlﬁnﬁjﬁ% Elemmta pendapat

yang lain. Dalam maqylg ﬁ ﬁ. 1 Minangkabau, terdapat

yvang berhak dalam

berbagai pola penyelesaian sengketa pusako tinggi tanah ulayat
melalui Adat Salingka Nagari. Pola-pola penyelesaian ini
dirancang untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak. Namun,
sering kali pola-pola yang telah diuraikan di atas tidak mampu
menyelesaikan sengketa sepenuhnya karena para pihak tidak
menerima  putusan yang telah diambil oleh niniak
mamak .Meskipun putusan niniak mamak memiliki kekuasaan
dan kekuatan,mereka tidak memiliki kemampuan untuk
mengeksekusi perkara tersebut,sehingga sengketa tersebut tetap

dilanjutkan ke pengadilan negeri.

4.6 Nilai-Nilai Filosofis Sengketa PusakoTinggi



Filosofi dalam penulisan ini sangat berguna untuk
memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Melalui
filosofi, seseorang dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan
maupun  tulisan  secara  sistematis dan  kritis  serta
mengkomunikasikan ide secara efektif. Filosofi memiliki
pengertianyang sama dengan filsafat, di mana filosofi merupakan
kata yang diserap dari bahasa Belanda,filosofie,sementara filsafat
berasal dari serapan bahasa Arab ,falsafah, yang berakar dari
bahasa Yunani, philosophia. Filsafat hukum merupakan refleksi
terhadap hukum atau gejala hukum sehingga,sebagai refleksi
kefilsafatan, eksistensinya tidak ditujukan untuk mempersoalkan
hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada
umumnya. Hubungan dengan hukum adat dapat dilihat dari
bagaimana hukum adat tldak hafr;ya mengatur mengenai hubungan
pribadi atau hubungan -kﬂ‘luaga—tetapl uga. mencakup pengaturan

hubungan vyang dalam' dlsebut sebagai hukum

perdata dan hukum pldana

Bentuk-bentuk 1%4%21”&’3 hﬁﬁﬂm[%&e} rﬁLeJlQllap berbagai aspek
seperti pribadi, pemermgﬁép é%ll:\[g_e"radllan, hukum keluarga,
hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang
piutang, hukum delik, dan sistem sanksi yang tidak dikenal
dengan memenjarakan. Filosofi dalam penyelesaian sengketa
pusako tinggi dimasyarakat adat Minangkabau menekankan
adanya ide atau solusi yang masif serta dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat adat. Secara hukum adat,pusako tinggi adalah milik
komunal yang diwariskan secara turun- temurun dari nenek
moyang yang seranji dan memiliki silsilah yang sama menurut
garis keturunan ibu atau sistem matriakat.Pusako tinggi
dimanfaatkan oleh anak keturunan suatu kaum dalam masyarakat
adat Minangkabau. Apabila terjadi sengketa pusako tinggi,

penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat,
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dimulai dari tingkat bawah hingga jenjang yang lebih tinggi.

.Pusako tinggi dimanfaatkan oleh anak keturunan suatu
kaum dalam masyarakat adat Minangkabau. Apabila terjadi
sengketa pusako tinggi, penyelesaiannya dilakukan melalui
musyawarah dan mufakat, dimulai dari tingkat bawah hingga
jenjang yang lebih tinggi. Kajian filsafat terhadap nilai-nilai
kearifan lokal masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa
masyarakat adat dengan berbagai nilai kearifan lokal yang
melekat padanya merupakan kekayaan bangsa yang harus
dilestarikan. Nilai- nilai ini tidak hanya sekadar dilihat sebagai
produk kebudayaan semata, tetapi kearifan lokal juga harus
menjadi sumber konstruksi sistem hukum yang berangkat dari
pemahaman filosofis. Kearlf%lokdl harus dipandang sebagai
sebuah "hukum seba,gal peh‘raku ]bukamsemata mata "hukum

lhllh " Nilai-nilai filosofi

_—

sebagai aturan, norma,l.a U, asas-asa[s

yang mendasari pené; n scid ta-' pusako tinggi dalam

w

wawancara responden sesuai d€figan adat salaingka nagari, yang

mempunyai warkd uaiaH"’gé:jt)['éie%Q Eéné@tla— pusako tinggi, di
PADANG

bawah ini antara lain:

4.6.1 Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh

"Bari tangguak adat" adalah istilah yang mengacu pada
penyelesaian masalah oleh suku atau kaum yang bersangkutan
terlebih dahulu. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan
pada tingkat suku atau kaum, maka masalah tersebut dibawa ke
tingkat yang lebih tinggi, yang dalam istilah adat Minangkabau
disebut sebagai "mambusuik dari bumi" atau dari bawah ke atas.
Setiap masalah diselesaikan oleh datuk dari empat suku, dan
dalam proses adat ini dibantu oleh datuk dari empat jenis (jinih),

yaitu, pangulu,monti,dubalang, dan malin. Pangulu adalah
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pemimpin dari suku yang disebut Pangulu Pucuk. Monti adalah
asisten atau pembantu pangulu yang bertugas sebagai petugas
administrasi sengketa dan menyampaikan putusan atau
kesimpulan. Dubalang adalah pembantu pangulu dalam bidang

keamanan.

Sedangkan malin adalah orang alim dalam agama yang
bertanggung jawab kepada pangulu dalam pelaksanaan bidang
keagamaan. Apabila persoalan adat tidak dapat diselesaikan,
maka masalah tersebut dilanjutkan ke Balai Adat. Ini dikutip dari
Hakim Adat Nagari Koto Nan Gadang, Ustad Alhadi Hamid
(Koto Nan Gadang, 2024).

4.6.2 Nagari TanJung, Sungayan‘g Kabupaten Tanah Datar

”Mambasmk da-r.l. bumi—atall keluar dari bumi adalah

konsep yang menekank masalah dari bawah ke

atas melalui musyawa‘raﬁ inudah ada sejak zaman

Pagaruyuang dah |dipgrképalkay] ol Db PefPatiah nan Sabatang.
Karena beliau berasal da_’rfﬁlht@sa, beliau menyelesaikan
masalah dengan cara musyawarah. Salah satu perbedaan utama.
Antara lareh bodi caniago dan lareh koto piliang terletak pada
struktur balai adat mereka; lareh bodi caniago memiliki balai adat
yang datar, sedangkan lareh koto piliang memiliki balai adat yang

bertingkat (Sugayang, 2024).

Bodi Caniago juga memiliki datuak pucuk yang berperan
penting dalam penyelesaian masalah. Datuak pucuk ini memiliki
istilah "pucuak tagerai," yang berarti seorang datuak pucuk bisa
beralih atau diganti, terutama jika terjadi kematian atau adanya
pelanggaran adat yang berat. Penjelasan ini mencerminkan
fleksibilitas dan adaptabilitas dalam struktur kepemimpinan adat

Bodi Caniago dalam menghadapi berbagai tantangan dan



perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat adat
Minangkabau. Konsep"mambasuikdaribumi"yang diperkenalkan
oleh Dt.Perpatiah nan Sabatang menunjukkan bahwa
penyelesaian masalah dalam masyarakat adat Minangkabau
dilakukan secara hierarkis,dimulai dari tingkat yang paling
rendah melalui musyawarah. Pendekatan ini menekankan
pentingnya kebijaksanaan kolektif dan partisipasi masyarakat
dalam menyelesaikan sengketa.Halini mencerminkan nilai-nilai
demokratis dan egaliter yang dipegang teguh oleh masyarakat
Minangkabau.

Perbedaan antaralareh bodicaniagodanlareh koto piliang
menunjukkan adanya variasi dalam struktur sosial dan adat

istiadat yang berlaku di berbiﬁai nagari .Lareh bodicaniago,

dengan balai adat yang datar, met an kesederhanaan dan

sementara lareh koto
mencerminkan hierarki

yang lebih kompleks dan mufgkin lebih formal dalam proses

pengambilan ke{)@ltug'elnl MAM BONJOL
PADANG

Konsep pucuak tagerai dalam Bodi Caniago menunjukkan
fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kepemimpinan adat.
Kemampuan untuk mengganti datuak pucuk jika terjadi kematian
atau pelanggaran adat yang berat menunjukkan bahwa sistem adat
Minangkabau memiliki mekanisme internal untuk menjaga
integritas dan keberlanjutan kepemimpinan adat. Hal ini juga
menunjukkan bahwa adat Minangkabau mampu menyesuaikan
diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul dari waktu ke

waktu.

Secara keseluruhan, analisis ini menekankan bahwa sistem adat
Minangkabau sangat bergantung pada prinsip musyawarah dan

mufakat, dengan struktur sosial yang fleksibel dan adaptif untuk
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menjaga keberlanjutan dan integritas adat dalam masyarakat.
Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal tetapi
juga menunjukkan kemampuan masyarakat adat Minangkabau

dalam mengelola konflik dan perubahan secara efektif dan adil.

Pangulu adat sebagai orang yang dituakan sangat berpengaruh
pada  kehidupan  masyarakat adat  diminangkabau,bila
meremehkan atau berbicara tidak sepatutnya didenda sesuai
ketentuan adat,oleh sebab itu bilatimbul sengketa maka putusan
niniak mamak wajib diterima walaupun kadang kalatidak sesuai

keinginan yang berperkara.

4.6.3  Nagari Sarilamak Harau Kabupaten Limapuluh Kota

Tiang tambuak gantlang pu,tmh % Wiang beraltl "tidak bisa putus
atau selesai,"” mcngacu ‘pada kearitan }Qka dalam sistem adat

Minangkabau di marr?'l eta aA yang kompleks dan sulit

diselesaikan memerlukan in S1 da‘1=1 lembaga adat tertinggi.

Dalam konteks ﬂﬂqrp.@aqq\ﬂ A@p't; %Mg@r@k, lembaga adat
tertinggi ini discbut Gareafig] 40 Rifigsi utama Kerapatan Adat
Nagari adalah  memfasilitasi  dan  mengorganisir ~ proses
persidangan untuk perkara-perkara ada. Namun, Kerapatan Adat
Nagari tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa
pusako tinggi atau tanah ulayat yang bersifat turun-temurun dan
diwariskan dalam komunitas adat. Keputusan akhir mengenai
sengketa tersebut hanya dapat diambil oleh limbago adat tertinggi,
yaitu Gantang 40.

Data di atas menegaskan bahwa dalam adat Minangkabau,
penyelesaian sengketa pusako tinggi harus melalui proses yang
terstruktur dan hierarkis, yang menjunjung tinggi prinsip
musyawarah dan mufakat. Hanya lembaga adat tertinggi yang

memiliki otoritas untuk mengambil keputusan final dalam kasus-
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kasus yang rumit dan signifikan, memastikan bahwa keputusan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang

berlaku.

S

UIN IMAM BONJOL
PADANG

208



4.6.4 Nagari Tarok Kabupaten Agam

“Tagak samo tinggi duduak samo rendah”(berdiri sama tinggi
duduk sama rendah) dan “bajanjang naik batanggo turun”
(berjenjang naik bertangga turun) adalah prinsip-prinsip dalam
adat Minangkabau yang menggambarkan kesetaraan dan
proses penyelesaian masalah secara bertahap. Dalam konteks
penyelesaian sengketa adat, harta memiliki pemilik dan identitas

yang jelas (Agam, 2024).

Apabila terjadi sengketa masalah adat, penyelesaian pertama
dilakukan di tingkat suku oleh pucuk suku yang dituakan.Dalam

penyelesaian ini, istilah miniak mamak digunakan untuk

menggambarkan peran para t. Konsep ini disebut “nagari

ba umpuak™ (dalam k mamak dalam satu
suku sebanyak 5 oran n bahwa dalam setiap

jorong, dibentuk kelor

orang untuk mefydlegaikan gefgké@OIN J O L
Dengan demikian, penye{'gs’laz{'lg‘li %zﬁag}l adat dimulai dari tingkat

< yang terdiri dari lima

suku yang paling bawah, sesuai dengan prinsip bajanjang naik
batanggo turun, dan melibatkan para tetua adat yang memiliki
kewibawaan dan kehormatan dalam komunitas mereka. Hal ini
memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan
musyawarah dan mufakat, menjaga kesetaraan dan keadilan

dalam masyarakat adat Minangkabau.

4.6.5SNagari Pandam Gadang Kecamatan Suliki Kabupaten
Limapuluh Kota

"Lantak yang salapan," sebuah konsep adat yang menggambarkan

struktur kompleks dan berlapis dalam masyarakat Minangkabau
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di wilayah Suliki, terdiri dari delapan elemen utama yang
mencakup empat suku ditiga nagari, yaitu Nagari Kurai,Nagari
Pandam Gadang, dan Nagari Suliki. Struktur ini mencakup 149
niniak mamak, yang adalah para tetua adat dengan peran penting
dalam memimpin dan mengarahkan suku-suku mereka, serta satu
raja (rajo) yang memegang otoritas tertinggi diantara niniak
mamak. Selain itu,terdapat 8 ampek suku,yang terbagi menjadi
tiga, diNagari Kurai, tiga diNagari Pandam Gadang, dan dua di
Nagari Suliki.

Filosofi "lantak yang salapan" menunjukkan bagaimana
setiap suku dan nagari memiliki peran integral dalam
menyelesaikan sengketa pusako tinggi. Penyelesaian sengketa

dilakukan melalui musyawarah ﬂan mufakat, melibatkan berbagai

pihak yang memilika gan adat. Dengan melibatkan 149

niniak mamak dan 3 agl tanggung jawab di

antara ampek suku; encerminkan  kekuatan

komunitas dalam memelihara t¥adisi dan norma adat. Sistem ini

memastikan batkid Ned W MR @hnbil adalan hasit
dari konsensus yang melﬁﬂgﬁ‘%awg%n berbagai perspektif dan

kepentingan, menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat
adat Minangkabau. Kelarasan yang dipakai lares bunga setangkai,
karena berasal dari tiga nagari yang disatukan menjadi suatu
limbago adat tempat penyelesaian sengketa adat terutama masalah
tanah ulayat. Prioritas dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi
tetap azas musyawarah dan mufakat yang di utamakan dulu,
kemudian dalam kaum suku yang bermasalah, bila tidak juga
selesiakan dibawalah ke pangulu adatuntuk berunding, bila tidak
juga selesai dibawa ke balai adat tempatnya kantor kerapatan adat
nagari, namun apabila salah satu pihak tidak menerima hasil dari

kerapatan adat dibawa kelimbago adat bungo setangkai ,
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4.6.6 Nagari Suayan Kec. Akabiluru Batu Ampa Kabupaten
Lima Puluh Kota

Konsep "banjanjang naik batanggo turun" merujuk pada
metode penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat
Minangkabau yang dilakukan secara bertahap dari tingkat paling
bawah hingga tingkat yang lebih tinggi.Proses ini dimulai dengan
penyelesaian di empat suku utama, karena masing- masing suku
memiliki pengetahuan mendalam tentang asal usul dan keturunan

anggotanya sesuai dengan struktur adat yang ada. Jika sengketa

tidak dapat Diselesaikan di suku,maka masalah tersebut
diajukan secara tert

balai adat. Dibalai

ari, yang dibahas di
ang terdiri dari para
pangulu atau tetua adat dar
datuk empat jinilj [hdipll berfulasiuiield dichtari solusi melalui
musyawarah dan mufalfatdy Jiké, [magsalah masih belum dapat

diselesaikan, maka sengketa tersebut dibawa ke persidangan adat

sing suku,yang disebut

yang lebih tinggi. Dalam hal ini, karena Nagari Suayan
menggunakan lareh Koto Piliang, penyelesaian dilakukan
berdasarkan prinsip "dari atas ke bawah" (manitiak dari ateh ka
bawah), yang lebih mengutamakan pendapat pihak yang memiliki
otoritas lebih tinggi.

Struktur ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa
dalam masyarakat adat Minangkabau tidak hanya melibatkan
berbagai tingkatan tapi juga memperhatikan hierarki dan
kedudukan dalam adat. Dengan demikian, setiap tahap
penyelesaian dilakukan secara cermat dan berlapis, memastikan

bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang



adil dan transparan. Model ini menekankan pentingnya
musyawarah, mufakat, dan penghormatan terhadap hierarki adat

dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Kerapatan
Adat Nagari Suayan yang juga merupakan Ketua LKAAM
Kabupaten Limapuluh Kota (2024), pendekatan ini tidak hanya
menunjukkan kekuatan sistem adat dalam menyelesaikan konflik
tetapi juga mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang
diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya
adil tetapi juga sesuai dengan norma dan nilai adat yang dijunjung
tinggi oleh masyarakat Minangkabau, Bahkan bila para pihak
tidak menerima jalan penyelesaian secara adat maka para pihak

telan‘f

diberikan kesempatamuntuk kan kampengadilan negeri.

Konsep "Pisang| §ikalek{kalelkh hutan yméngiad pada pendekatan
unik dalam penyelesaian [dgadKiols fadat atau pusako tinggi dalam

masyarakat adat Pasaman, di mana tidak digunakan salah satu
dari kedua kelarasan yang ada, yaitu kelarasan bodi chaniago

ataupun kelarasan koto piliang (Pasaman, 2024).

Di Nagari Pasaman, suku yang digunakan sebagai dasar
penyelesaian sengketa adalah suku tertua yang ada di Pasaman,
yaitu suku Melayu. Oleh karena itu, adat dari suku lain dianggap
tidak relevan atau tidak digunakan dalam konteks penyelesaian

sengketa di wilayah ini.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa proses penyelesaian
sengketa di Pasaman tidak mengikuti sistem hierarki atau struktur

adat yang diatur oleh kelarasan bodi chaniago atau koto piliang.
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Sebaliknya, mereka mengandalkan tradisi dan kebiasaan yang
diwariskan oleh suku Melayu, yang memiliki akar dan pengaruh
kuat dalam kehidupan masyarakat Pasaman. Hal ini menunjukkan
betapa kuatnya pengaruh suku tertua dalam menentukan cara

penyelesaian sengketa di daerah tersebut.

Seperti yang diungkapkan dalam kutipandari  Pasaman
(2024), penyelesaian sengketa di Nagari Pasaman didasarkan
pada adat dan tradisi suku Melayu yang dianggap paling sah dan
memiliki otoritas tertinggi. Dengan tidak menggunakan kedua
kelarasan yang umum di Minangkabau, masyarakat Pasaman
menunjukkan pendekatan yang lebih lokal dan spesifik dalam

menjaga dan menyelesaikan masalah adat, sekaligus memperkuat

identitas dan warisan suku tertug mereka.
Metode ini mencerr tksib.t adaptasi adat dalam

menghadapi berbagai

masyarakat setempat.
Dengan demikian, ad

mencerminkan ﬁTﬁllffoﬂlr'ﬁoﬁbyﬁfﬁ ﬁtjp dan dihormati

oleh masyarakat Pasanlarpﬁeﬁﬁtrléﬁﬁbahwa setiap penyelesaian

diterapkan benar-benar

sengketa tidak hanya adil tetapi juga selaras dengan budaya dan
identitas lokal mereka.Namun Pasaman bagian yang mengarah ke
laut seperti di air bangis, mempunyai sistem penyelesaian yang
berbeda dengan simpang tigo pasaman , walaupun dalam satu
wilayah daerah pasaman , perbedaanya dimana penyelesaian
secara musyawarah dan mufakat, tidak melihat suku atau kaum
mana rasa gotong royong nampak lebih kuat, Perbedaan itu, tetap
tujuannya sama , mana yang lebih berhak dalam suatu perkara

pusako tinggi bila terjadi sengketa.
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4.6.6 Nagari Koto Tangah Piladang Kecamatan Akabiluru
Kabupaten Limapuluh Kota

Metode "bajanjang naik batanggo turun" merupakan
prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa adat di Nagari Koto
Tangah Piladang. Prinsip ini menekankan pentingnya
penyelesaian masalah dimulai dari tingkat yang paling bawah dan
secara bertahap dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi jika belum
terselesaikan.Proses ini dimulai dengan penyelesaian oleh datuk
ampek jinih yang terdiri dari Pangulu adat,monti,dubalang, dan

malin(Koto Baru Piladang 2024).

Dalam tahap awal,sengketa atau masalah yang muncul

diselesaikan oleh datuk jinth.Pangulu adat berperan

sebagai pemimpin s arahan dan keputusan
berdasarkan adat isti i 1 sebagai asisten atau

s dalam administrasi

sengketa dan merdydupiiide, putusad afal Kesimpulan. Dubalang
bertanggung jawab merfAge| k€afbhan dan ketertiban selama

proses penyelesaian sengketa, sementara malin adalah orang alim
dalam agama yang memberikan pandangan berdasarkan syariat

Islam.

Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini,
maka sengketa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni datuk
ampek suku yang ada dalam Nagari Koto Tangah Piladang. Pada
tingkat ini, penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan
para datuk dari empat suku utama yang memiliki otoritas dan
kehormatan yang lebih tinggi dalam hierarki adat. Mereka
bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari solusi terbaik

yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
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Proses "bajanjang naik batanggo turun" ini memastikan bahwa
setiap masalah adat diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh,
dimulai dari tingkat paling bawah dan secara bertahap naik ke
tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Hal ini mencerminkan
prinsip musyawarah dan mufakat yang mendalam dalam budaya

Minangkabau, serta menunjukkan penghargaan terhadap hierarki

adat dan struktur sosial yang ada di Nagari Koto Tangah Piladang.

Dengan demikian, setiap sengketa atau masalah dapat
diselesaikan dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai

adat yang berlaku.

4.7 Fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan
Sengketa PusakoTinggi

Berdasarkap Wawamendal n dengan Ketua Adat

rinci tahapan beracara

yang dilakukan secara
berjenjang.Proses ini dimulai @ari Tingkat yang paling rendah
hingga ke tingkg&' lrE'fllgl A E??lg[é,%%d@&n setiap sengketa
adat diselesaikan dengan %&%N gémg sesuai dengan prinsip-
prinsip musyawarah dan mufakat yang dianut dalam masyarakat
Minangkabau. Tahapan ini mencakup penyelesaian di tingkat
suku oleh pemimpin adat setempat, yang kemudian dapat
dinaikkan ke kerapatan adat nagari jika tidak terselesaikan, dan
akhirnya ke lembaga adat tertinggi jika diperlukan. Metode
berjenjang ini memastikan bahwa setiap masalah adat
diselesaikan dengan cara yang sistematis dan sesuai dengan nilai-
nilai adat yang berlaku,memberikan rasa keadilan dan kedamaian

bagi semua pihak yang bersengketa.

4.7.1 Bakaum

Tahapan ini dimulai dengan musyawarah dalam suatu kaum atau
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suku, di mana penghulu hadir sebagai penengah atau mediator
antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
Musyawarah ini disebut bakaum, yang terdiri dari anggota satu
suku atau ssasuku, yang artinya mereka berasal darinenek
moyang yang sama. Hasil akhir dari pertemuan bakaum adalah
putusan dari penghulu kaum, yang memiliki kewenangan untuk
mengadili dan memutuskan penyelesaian perkara. Dengan
demikian, penghulu memainkan peran penting dalam menjaga
keadilan dan harmoni dalam masyarakat adat Minangkabau,
memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara yang

adil dan bijaksana.

4.7.2 Bakampuang

o

Anggota kaum hidup bel‘g,aiha:ffdalarn satu lingkungan yang

disebut kampuang, d1 .Imanal:nge_fek_a'_'befﬁ?gl hak atas tanah dan
|I |I - r I |

memikul kewajiban 508 -Is_atu san

llz»ii,h, baik dalam upacara

maupun dalam kehidupan s ari. Setiap individu memiliki

hak dan kewajiar| padef\geilap 1iagKkat forgafiisasi sosial. Apabila
putusan yang dikeluarke lgh \p€nghulu di bakaum tidak
memuaskan para pihak tahapan selanjutnya adalah penyelesaian
di tingkat kampung atau bakampuang. Di bakampuang ini
terdapat gabungan penghulu penghulu dari  beberapa
kaum,yangdisebut juga penghulu sepayung.Tugas mereka tetap
sebagai  penengah dan  mengeluarkan  putusan  untuk

menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di antara para pihak.

473  Pasukuan

Para pihak yang bersengketa kadang kala tidak dapat menerima
putusan yang dikeluarkan oleh penghulu sepayung di tingkat
kampuang. Maka tahapan selanjutnya adalah mengajukan upaya

hukum ke tingkat pasukuan, yaitu penyelesaian sengketa adat di
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mana suku lain dalam suatu persekutuan yangsama ikut serta
membantu dan terlibat untuk menyelesaikan persengketaan adat
tersebut. Suku di Minangkabau terdiri dari keselarasan Datuk
Perpatih Nan Sebatang, yaitu Suku Bodi dan Suku Caniago, serta
suku keselarasan Datuk Katumanggungan, yaitu Suku Koto dan
Suku Piliang. Misalnya saja di Suku Bodi ada warga yang
bersengketa mengenai kepemilikan lahan perkebunan,sulit
mendamaikan. Penyelesaian sengketa- sengketa adat tersebut
dimusyawarahkan antara Suku Bodi dan Caniago, biasanya

pertemuan diadakan di Rumah Adat Gadang.

4.7.4 Babalai Bamusajik

Babalai Bamusajik berarti ba141 adat yang digunakan sebagai

tempat bermusyawagah apabﬂa teljadl persellslhan antar warga,

misalnya di Balai De-sa a '-z}'t, Balariung (balai adat)

merupakan lambang 'ke e dage __rdamaian yang berfungsi

sebagai penghubung antara individu-individu yang berselisih,

tempat di manlaJ L\t;'zlsell[é!ﬁ "ﬂhgﬁaﬁmg% dengan penuh

kejujuran, kebenaran, darﬁéﬁ@&%n‘%k mencapai permufakatan.

Dalam suatu nagari di Minangkabau pada umumnya, dan
Sumatera Barat pada khususnya, maju mundurnya perkembangan
adat termasuk hukum adat sangat bergantung pada peran ninik
mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan
perkembangan hukum yang berlaku di nagari. Sebuah lembaga
adat di Minangkabau pada tingkat nagariyang bertugas sebagai
penjaga dan pelestari adat serta budaya Minangkabau adalah
Kerapatan Adat Nagari(KAN). Setiap nagari memiliki Kerapatan
Adat Nagari (KAN) yang berperan penting dalam penyelesaian
sengketa, terutama sengketa harta pusaka tinggi. KAN memiliki
peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan sengketa adat

dengan cara musyawarah dan menghasilkan putusan yang bersifat
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perdamaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KAN
Nagari Padang Tarok, Kab. Agam, sebagai berikut:

“Adat Salingka nagari, tiap nagari punya cara penyelesaian
sengketa atau masalah adat yang terjadi di kenagarian padang
tarok adalah cara musyawarah, diselesaikan ditingkat bawah dulu,
yang bermasalah suku apa dari kaum mana, penyelesaianya
dengan datuk pucuk suku dulu, setelah itu bila tidak selesai
dibawa ke ranah datuk empat suku, apabila tidak putus juga
dibawa ke Balai Adat, namun kerapatan adat nagari tidak bisa
memutuskan sengketa adat atau masalah lainnya kecuali para
pihak setuju dengan cara damai atau dengan cara musyawarah,
karena kerapatan adat merupakan suatu lembaga, menjaga,

mengatur dan merupakanperadil An adat.”

Menurut P]gfawrar[’J Dderalh Browml Sumatera Barat

| |
Nomor 7 Tahun 2018 tlii
mencakup pcnyclcsa&\n’/

(gelar) serta ”pL\ls_T]](ﬁ (flfn"]t?\bﬁ- Id@’ (5?:3 Jlﬁ[j adat, sebagaimana

diatur dalam Perda I\tg ,B'LOD I"ET@UH 2018, menempatkan

ng. Nagaﬂl g@ls peradilan adat nagari
|
ﬂg_ ‘terkait dengan "sako"

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang berwenang
dalam penyelesaian sengketa adat. Struktur Kerapatan Adat
Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat adalah
sebagai berikut: Menurut pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,
struktur peradilan adat nagari terdiri dari seorang ketua yang
dibantu oleh seorang manti dan beberapa hakim peradilan adat.
Kepemimpinan peradilan adat nagari dipegang oleh seorang ketua
yang didampingi oleh manti atau dua wakil ketua yang dipilih
berdasarkan adat ssalingka nagari. Sementara itu, hakim peradilan

adat ditentukan dan diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta
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pusakatinggi mempunyai beberapa fungsi penting. Pertama,
Kerapatan Adat Nagari bertugas menjaga dan melestarikan adat
dan budaya Minangkabau. Lembaga ini terdiri dari beberapa
unsure dalam masyarakat adat Minangkabau termasuk penghulu
atau datuk dari setiap suku, serta manti yang berasal dari kalangan
intelektual (cerdik pandai). Kedua, Kerapatan Adat Nagari
menerima semua masalah-masalah adat, termasuk sengketa
pusaka tinggi atau tanah ulayat.Ketiga, mereka bertanggung
jawab untuk menyimpulkan dan memediasi para pihak yang
bersengketa, berupaya mencapai resolusi yang dapat diterima
oleh semua pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat
menerima keputusan yang telah diambil oleh Kerapatan Adat
Nagari, mereka kemudian menyarankan agar masalah tersebut

.-"'-H"\-.\.
dilanjutkan ke pengadilan 47
' i il

Terda No II.J II'I7 Tahun 2018 tentang
~ dafll tugas peradilan adat

Dalam Pasal 15 Ayat .(

Nagari, diatur menge,na‘ .
i o
nagari yang berttuuan unt menjaga, memelihara, dan

memanfaatkan kellle[‘i’laﬂ "er{;'g[éﬁi @l@;ﬁ] sjtﬁe}l,L dan kaum demi
kesejahteraan masyarakaFI %&rﬁ"g}l@ma peradilan adat nagari

bertanggung jawab menyelesaikan sengketa sako dan pusako
melalui pendekatan bajanjang naiak batanggo turun, yaitu
penyelesaian bertahap dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat
yang lebih tinggi. Kedua, mereka menyelesaikan perkara perdata
adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan
dalam sidang majelis peradilan adat nagari. Ketiga, peradilan adat
nagari memiliki wewenang untuk memberikan sanksi adat kepada
anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, memastikan
bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan dipatuhi oleh seluruh
anggota komunitas.Biasanya, sengketa yang paling sering terjadi
di dalam masyarakat Minangkabau adalah mengenai harta pusaka

tinggi tanah ulayat. Hal ini dikarenakan tanah memiliki hubungan
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yang sangat erat dengan seseorang. Pada umumnya, masalah-
masalah yang terjadi terhadap sengketa harta pusaka tinggi
disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak jelasnya ranji
atau silsilah dalam suatu kaum, sehingga mengakibatkan pihak-
pihak merasa bahwa harta pusaka tinggi tersebut diwariskan
kepada mereka.Kedua, ketidakjelasan antara kemenakan
manampek dengan kemenakan kandung dari kaum tersebut,
sehingga kemenakan manampek mengklaim bahwa ia juga
memiliki hak atas harta pusaka tinggi tersebut. Ketiga, banyaknya
anggota kaum yang merantau sehingga mereka tidak mengetahui
mengenai harta pusako tinggi tersebut ,tidak memahami silsilah

dari keturunan dan kepemilikannya.

'

UIN IMAM BONJOL
PADANG
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